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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas
limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan IV Tahun 2023 ini
dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2023 ini merupakan Laporan evaluasi
capaian pelaksanaan program prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan
sampai Triwulan IV Tahun 2023. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2023. Dalam
RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37
Indikator Kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program
pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.261.613.644.550,00
dengan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun
berjumlah Rp5.686.300.429.147,25 atau sebesar 90,81% dari total anggaran belanja
daerah.

Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan IV tahun 2023 dapat
dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah, rata-rata
capaian kinerja mencapai 90,97%. Capaian tujuan pembangunan daerah dengan 14
indikator kinerja mencapai 50%. Capaian sasaran pembangunan daerah tahun 2023
mnecapai 70,27%, atau sebanyak 26 indikator mencapai bahkan melampaui target.
Adapun capaian indikator kinerja daerah (IKD) dengan 103 indikator mencapai
63,11%.Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja
serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan
terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu
dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini.
Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan
saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang
sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, 2024
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 :
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RINGKASAN

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPIJMD,
dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik
tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat
daerah Provinsi NTB Tahun 2023 maupun lima tahunan sebagaimana telah
ditetapkan dalam RPIMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat
Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023 harus mengetahui progres dan tingkat
capaian secara berkala dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai
dengan yang ditargetkan.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2023 ini merupakan Laporan
evaluasi capaian pelaksanaan program prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran
pembangunan sampai Triwulan IV Tahun 2023. Evaluasi ini mengacu pada RKPD
Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 54 Tahun 2023
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.
Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, terdapat 26 sasaran pembangunan
daerah dengan 37 Indikator Kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan
kedalam 120 program pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar
Rp6.261.613.644.550,00 dengan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat pada tahun berjumlah Rp5.686.300.429.147,25 atau
sebesar 90,81% dari total anggaran belanja daerah.

Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan IV tahun 2023 dapat
dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah, rata-rata
capaian kinerja mencapai 90,97%. Capaian program tidak mencapai 100%
dikarenakan terdapat beberapa program yang pelaksanaannya tidak sesuai
ekpektasi diantaranya Program Penyelenggaraan Jalan dengan tingkat capaian
97,60%, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Pelestarian Koleksi
Nasional Dan Naskah Kuno, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan
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Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program  Penanganan  Pengaduan
Lingkungan Hidup, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian,
Program Pengawasan Keamanan Pangan, serta Program Pengembangan
Perumahan

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah
ditetapkan RPIJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran
pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan
Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Capaian IKU tahun 2023 mnecapai 70,27%, atau
sebanyak 26 indikator mencapai bahkan melampaui target. Sedangkan 11
indikator tidak memenuhi target. Adapun indikator yang tidak memenuhi target
yaitu: persentase kemantapan jalan, cakupan rumah layak huni (RLH), indeks
kualitas tutupan lahan, pertambahan nilai PDRB sektor yang terkait
kepariwisataan (penyediaan akomodasi dan makan minum), pengeluaran per
kapita, nilai SAKIP, indeks pelayanan publik, persentase penanganan sampah,
pertambahan nilai PDRB sektor industri pengolahan, persentase pengurangan
sampah, serta persentase penurunan konflik social

Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga sebagai dasar dalam melakukan
evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD. Terdapat 103
Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2023 vyang
dikelompokkan kedalam 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan, aspek daya saing
dan aspek pelayanan umum. Pada sepk kesejateraan terdapat 5 indikator kinerja
dengan tingkat capaian sebesar 60%, terdapat 2 indiaktor yang tidak memenubhi
target yaitu Tingkat Kemiskinan dan Gini Ratio. Pada aspek daya saing, terdapat 7
indikator dengan tingkat capaian sebesar 42,87%. Terdapat 4 indiaktor yang
tidak memenuhi target yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana,
Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Pelayanan Publik.
Sedangkan aspek pelayanan umum terdapat 91 indikator kinerja dengan tingkat
capaian sebesar 64,48%. Masih terdapat 32 indikator kinerja yang tidak
memenuhi target antara lain: Partisipasi Politik Masyarakat, Kontribusi sektor
Perikanan terhadap PDRB, Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan, Ranking
Nasional LPPD, Nilai Tukar Nelayan, Persentase Kemantapan jalan, Indeks Daya Beli,
Cakupan Rumah Layak Huni (RLH), Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Pertambahan Nilai
PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum),
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Indeks Kematangan Keamanan Informasi, Pengeluaran per kapita, Indeks
Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi, Persentase Penyusunan Regulasi Rencana
Tata Ruang (RTR), Nilai SAKIP, Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa (UKPBJ), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Produksi Perikanan, Cakupan
mediator bale mediasi yang dilatih, Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan"” yang
terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter, Persentase Perangkat Daerah yang
Informatif, Persentase Penanganan Sampah, Prestasi olahraga di tingkat nasional dan
internasional, Neraca Pengelolaan Sampah, Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri
Pengolahan, Rata-rata Lama Menginap, Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan
Bukan Kayu Lainnya, Persentase Pengurangan Sampah, Angka kunjungan wisatawan,
persentase penurunan konflik social, Pertumbuhan Penduduk, dan Persentase Geosites
yang Tertata
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BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) merupakan salah satu cara untuk melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran dengan
melakukan supervisi dan memastikan dapat berjalan sesuai dengan skema yang telah
ditetapkan dalam perencanaannya. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD
Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan
masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Penyusunan RKPD Provinsi NTB
Tahun 2023 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD
Tahun 2019-2023. Sebagai gambaran bahwa dalam tahapan pencapaian RPJMD
Provinsi NTB pada tahun pertama fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
gempa tahun 2018 dengan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat, tahap
kedua penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat melalui Jaring Pengaman
Sosial (JPS) Gemilang pada masa pandemi Covid-19, tahap ketiga dan keempat fokus
pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat dengan penguatan industrialisasi dan
penanggulangan kemiskinan dampak pandemi Covid-19 dan tahun kelima atau tahun
terakhir adalah merupakan pencapaian kegemilangan masyarakat NTB yang sejahtera
dan mandiri dengan Indeks Pembangunan Manusia yang semakin tinggi dengan
mengusung Tema: “Peningkatan Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi
yang Inklusif Untuk Mewujudkan Kegemilangan NTB yang Berkelanjutan”.
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Dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan
daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan
pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap
triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan
prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan
amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil
RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta
rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui
penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana
program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan
capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui
APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang
direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi. Apabila
berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik
dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan
perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada
pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan
masukan dalam penyusunan RKPD provinsi NTB Tahun 2025 dan RKPD Provinsi NTB
tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi

pelaksanaan RKPD Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
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9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencananaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2019-2023;

Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi NTB
Tahun 2022 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2023 Nomor 56)

Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Provinsi NTB Tahun 2023 Nomor 89) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2023 Nomor 101)

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 ini adalah untuk

mengetahui:

1.

Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan
program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (/input), keluaran
(output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun
2023;

Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;

Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik
tingkat program maupun kegiatan.
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1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2023 ini adalah untuk mengukur
capaian Sasaran Pembangunan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai
dengan Triwulan IV Tahun 2023 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2023.

1.5 Sistimatika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan sistimatika

sebagai berikut:

= Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum,
tujuan, sasaran, dan sistimatika penulisan laporan;

= Bab II : Prioritas, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2023. Bab ini berisi
tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang
ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023;

= Bab III : Rencana Program Prioritas Tahun 2023. Bab ini berisi tentang rincian
program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2023.

= Bab IV : Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan IV Tahun 2023. Bab
ini berisi Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan, Program, Kegiatan,
dan Sub Kegiatan Prioritas serta Penyerapan Anggaran Tahun 2023 sampai
Triwulan IV.

= Bab V : Penutup
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BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2023

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2023

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2023 dirumuskan
dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun
2019-2023 adalah “"Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Dalam rangka
mewujudkan visi, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -
2023 sebagai berikut:

Misi 1 "NTB TANGGUH DAN MANTAP” melalui penguatan mitigasi bencana dan
pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;
Misi 2 "NTB BERSIH DAN MELAYANI” melalui transformasi birokrasi yang
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;
Misi 3 "NTB SEHAT DAN CERDAS"” melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
Misi 4 "NTB ASRI DAN LESTARI"” melalui pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan yang berkelanjutan;
Misi 5 "NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI” melalui penanggulangan kemiskinan,
mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada
pertanian, pariwisata dan industrialisasi;
Misi 6 "NTB ADIL DAN BERKAH" melalui perwujudan masyarakat madani yang
beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Adapun tujuan pembangunan NTB Tahun 2023 sebagai berikut:
Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan
berkelanjutan.

o h W=
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7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.

9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.

10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun
2023 sebagai berikut:
Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Meningkatnya Profesionalisme ASN.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10.Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11.Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12.Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13.Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14.Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15.Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16.Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17.Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18.Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19.Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20.Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21.Meningkatnya Daya Saing Industri.
22.Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23.Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24.Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25.Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26.Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

W oo N h WM
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2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2023 merupakan
irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam
mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB
Tahun 2019-2023. Dokumen RPIJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran
penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB vyaitu “Membangun Nusa
Tenggara Barat yang Gemilang”.

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun
terakhir dari periode RPIJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan
pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 sebagai berikut:
Penanganan Covid Dan Pemulihan Ekonomi Daerah
Peningkatan Kualitas SDM
Peningkatan PAD Dan Pelayanan Publik, dengan strategi:

Peningkatan Industrialisasi Sektor Unggulan

Pembangunan Infrastruktur Layanan dasar dan kualitas lingkungan
Perluasan Lapangan Kerja

Percepatan Penurunan Kemiskinan

N U A W=

2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2023
Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2023 vyaitu “"Peningkatan

Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif Untuk
Mewujudkan Kegemilangan NTB yang Berkelanjutan". Adapun Prioritas
pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2023 vyaitu :

1. Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana, mendukung
Prioritas Nasional 6;

2. Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mendukung
Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi, mendukung Prioritas Nasional 2
dan Prioritas Nasional 5:

3. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik mendukung Prioritas
Nasional 7

4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan SDM, mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas
Nasional 3;

5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan SDM, mendukung Prioritas Nasional 3;
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6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan, mendukung
Prioritas Nasional 6;

7. Memperkuat Integrasi Hulu-Hilir Sistem Agribisnis Dalam Mendukung Investasi,
mendukung Prioritas Nasional 1;

8. Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19,mendukung
Prioritas Nasional 1;
9. Industrialisasi Produk Unggulan, mendukung Prioritas Nasional 1;

Target

mendukung Prioritas Nasional 4.

Pembangunan

berdasarkan

Sasaran

10.Penguatan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat,

pembangunan Tahun 2023,

sebagaimana tertuang berdasarkan dokumen RKPD Tahun 2023, terdapat 10
tujuan pembangunan dengan 14 indikator kinerja dan 26 sasaran pembangunan
daerah dengan 37 indikator kinerja, seperti disajikan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 2.1. Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan
Daerah Tahun 2023

q . Target
No Misi Tujuan Ir.:_d|_kator Sasaran L Satuan Kinerja
ujuan Sasaran 2023
1 Misi 1 NTB Terwujudnya Indeks Risiko Point 115,83
TANGGUH DAN Ketangguhan Bencana (Point) . -
MANTAP melalui Menghadapi Menm_gkatnya Indek:_; Point 0,72
penguatan mitigasi | Resiko Bencana kapasitas Kapasitas
bencana dan dalam Daerah
pengembangan penanggulanga
infrastruktur serta n bencana
konektivitas wilayah | Terwujudnya Indeks Point 81,17
aksesibilitas antar Aksesibilitas -
wilayah untuk Meningkatnya Persentase % 86,60
Pengembangan pembangunan | Kemantapan
Sektor Unggulan infrastruktur jalan
wilayah Persentase % 54,50
Kemantapan
Sistem Irigasi
Meningkatnya Persentase % 89,14
konektivitas konektivitas
antar wilayah transportasi
publik
2 Misi 2 NTB BERSIH Terwujudnya Indeks Reformasi Point BB
DAN MELAYANI pemerintahan Birokrasi . —
melalui transformasi | yang bersih, bebas Meningkatnya Opini BPK Status WTP
birokrasi yang KKN dan akuntabel akuntabilitas
berintegritas, kinerja dan
berkinerja tinggi, keuangan
bersih dari KKN dan daerah
berdedikasi Meningkatnya Persentase % 38,65
Pendapatan Asli | Kontribusi PAD
Daerah terhadap
APBD
8
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. . Target
No Misi Tujuan Indn_kator Sasaran Ml Satuan Kinerja
Tujuan Sasaran 2023
Meningkatnya Nilai SAKIP Kategori | A (80,01 -
Kualitas 90,00)
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
Meningkatnya Indeks Point 0,72
Profesionalisme | Profesionalism
ASN e ASN
Meningkatnya Indeks Point 4,55
Kualitas Pelayanan
Pelayanan Publik
kepada
masyarakat
3 Misi 3 NTB SEHAT Terwujudnya Indeks Kesehatan Point 73,05
DAN CERDAS pengelolaan -
melalui peningkatan | kesehatan untuk Meningkatnya Angka Tahun 6748
kualitas sumber SDM yang berdaya derajat Harapan Hidup
daya manusia saing k<_as_,ehatan dan Persentase % 30,49
sebagai pondasi gizi masyarakat | Balita Stunting
daya saing daerah
Terwujudnya Indeks Pendidikan Point 63,10
pengelolaan 5
pendidikan untuk Meningkatnya Harapan Lama Tahun 13,79
SDM yang berdaya kualitas dan Sekolah
saing jangkauan Rata rata Tahun 7,07
layanan Lama Sekolah
pendidikan
4 Misi 4 NTB ASRI Terwujudnya Indeks Kualitas Point 68,25
DAN LESTARI lingkungan hidup Lingkungan Hidup - -
melalui pengelolaan | dan pengelolaan (IKLH) Meningkatnya Indeks Point 43,03
sumber daya alam persampahan yang Kualitas, Daya | Kualitas Air i
dan lingkungan bersih dan Dukung dan Indgks Point 87,59
yang berkelanjutan | berkelanjutan Daya Tampung | Kualitas Udara
Lingkungan Indeks Point 87,66
Hidup Kualitas Air
Laut
Indeks Point 69,70
Kualitas
Tutupan
Lahan
Neraca % 100,00
pengelolaan n
sampah Meningkatnya Persentase % 70,00
Pengelolaan Penanganan
Persampahan Sampah
Persentase % 30,00
Pengurangan
Sampah
5 | Misi 5 NTB Terwujudnya Indeks Daya Beli Point 75,56
SEJAHTERA DAN pertumbuhan . — T .
MANDIRI melalui agribisnis dan Menlngkfatnya Nilai Rea_llsa5| Rp. Mily 68201,79
penanggulangan investasi yang Investasi Investasi ar
kemiskinan, berkualitas (kerjasama
mengurangi pemerintah dan
kesenjangan, dan badan usaha)
pertumbuhan Meningkatnya Kontribusi % 23,88
ekonomi inklusif kontribusi PDRB sektor
bertumpu pada Sektor pertanian,
pertanian, Pertanian perikanan &
pariwisata dan dalam Arti Luas | kehutanan
industrialisasi Meningkatnya Cakupan % 100,00
jaminan penduduk
kesehatan dan miskin yang
sosial bagi mendapatkan
penduduk jaminan sosial
miskin dan kesehatan
9
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. . Target
No Misi Tujuan Il-}dn_kator Sasaran Ml Satuan Kinerja
ujuan Sasaran 2023
Meningkatnya Pola Pangan Skor 87,20
ketahanan dan | Harapan (PPH)
keragaman Konsumsi
konsumsi
pangan
Terpenuhinya Cakupan Air % 80,59
pelayanan Minum
dasar bagi Proporsi % 82,46
penduduk rumah tangga
miskin dengan akses
sanitasi layak
Rasio % 99,99
Elektrifikasi
Cakupan % 68,95
Rumah Layak
Huni (RLH)
Terjaganya Inflasi % 3,0-4,0
stabilitas harga
kebutuhan
pokok
Meningkatnya Pengeluaran Rp.000 11.944
kemampuan per kapita
masyarakat
untuk
memenuhi
kebutuhan
hidup
Terwujudnya Pertumbuhan % 4,50
pariwisata yang sektor "
dapat diandalkan kepariwisataan Meningkatnya Pertambahan Rp. 137,24
(Penyediaan daya saing Nilai PDRB Miliar
Akomodasi dan pariwisata sektor yang
Makan Minum) terkait
kepariwisataan
(Penyediaan
Akomodasi
dan Makan
Minum)
Terwujudnya Pertumbuhan % 9,00
perindustrian yang | Industri _
unggqul Menlngkatnya Pgrt_ambahan Rp 179,91
daya saing Nilai PDRB Miliar
industri sektor Industri
Pengolahan
Menurunnya Tingkat % 3,17
pengangguran Pengangguran
terbuka Terbuka
6 Misi 6 NTB AMAN Terwujudnya Indeks Point 13,25
DAN BERKAH Kehidupan Kriminalitas -
melalui perwujudan | Masyarakat NTB Meningkatnya Persentase % 0,00
masyarakat madani | yang Madani Nilai Sosial penurunan
yang beriman, (Bahagia) Budaya qan konflik sosial
berkarakter dan Toleransi
penegakan hukum Masyarakat
yang berkeadilan Meningkatnya Persentase % 6,07
Kualitas dan Penurunan
Penegakan Pelanggaran
Produk Hukum Produk Hukum
Daerah Daerah
Partisipasi politik % 85,20
masyarakat .
Meningkatnya Persentase % 1,00
kesadaran Keterlibatan
politik Masyarakat
masyarakat dalam politik
Point 61,40
10
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No

Tujuan

Indikator
Tujuan

Indeks

Sasaran

Indikator
Sasaran

Satuan

Target
Kinerja
2023

Meningkatnya
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Persentase
Partisipasi
Perempuan
dalam
Pembangunan

%

20,47

Cakupan

%

100,00

Pemberdayaan

Gender (IDG) Kabupaten/Kot

a Yang
Mendapat
Predikat
Kabupaten/Kot
a Layak Anak

Adapun target pembangunan berdasarkan Indikator Kinerja Daerah yang (IKD)
dikelompokkan kedalam 3 aspek yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek
pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Sebagaimana telah ditetapkan
dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 103 indikator untuk
mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga)
aspek kinerja yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 5 indikator kinerja meliputi
indikator Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio dan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).

2. Aspek Daya Saing Daerah
Aspek daya saing daerah diukur dengan 7 indikator kinerja meliputi indikator
Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesibilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),
Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Risiko Bencana,
Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik.

3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dengan 91 indikator kinerja yang terdiri dari

urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada

6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak

32 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan

pilihan 20 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang

urusan sebanyak 18 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan.

Tabel 2.2. Target Indkator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2023

11
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N Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Tahun 2023
o Satuan
Pembangunan Daerah Target
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam % 4,5-5,5
2 Inflasi % 3,0-4,0
3 Tingkat Kemiskinan % 11,92
4 Gini Ratio Point 0,297
5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Point 70,09
B ASPEK DAYA SAING DAERAH
1 Indeks Kriminalitas Point 13,25
2 Indeks Aksesibilitas Point 81,17
3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Point 68,46
4 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana % 90,31
5 Indeks Risiko Bencana Point 115,83
6 Indeks Reformasi Birokrasi Point BB
7 Indeks Pelayanan Publik Point 4,55
C ASPEK PELAYANAN UMUM
I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.01 | Pendidikan
1 Indeks Pendidikan Point 63,10
2 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,79
3 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,07
1.02 | Kesehatan
1 Indeks Kesehatan Point 73,05
2 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional % 83,00
3 Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak % 82,46
4 Angka Harapan Hidup Tahun 67,48
5 Persentase Balita Stunting % 30,49
6 Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan % 100
1.03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Persentase Kemantapan jalan % 86,60
2 Cakupan Air Minum % 80,59
3 Persentase Kemantapan Sistem Irigasi % 54,50
5 Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR) % 27,20
1.04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) % 68,95
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
1.05
Masyarakat
1 Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah % 6,07
2 Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas % 100,00
3 Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah % 100,00
4 Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana) % 30,18
5 Indeks Kapasitas Daerah % 0,65
1.06 | Sosial
1 Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial % 100,00
2 Persentase PMKS yang tertangani % 5,37
II URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2.01 | Tenaga Kerja

1 Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,17
2.02 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Point 61,40
2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Point 90,52
3 Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan Tahun 21,00
4 Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan % 20,47
5 Cakupan Kabupaten/KotaYang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota % 100,00
Layak Anak
2.03 | Pangan
1 Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor 87,20
2.04 | Lingkungan Hidup
1 Indeks Kualitas Air Point 43,03
2 Indeks Kualitas Udara Point 87,59
3 Indeks Kualitas Air Laut Point 71,48
4 Neraca Pengelolaan Sampah (%) % 100,00
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N Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Tahun 2023
o Satuan
Pembangunan Daerah Target

5 Persentase Penanganan Sampah % 70,00

6 Persentase Pengurangan Sampah % 30,00
2.05 | Pertanahan

1 Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi % 100,00
2.06 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk rasio 0,88
2.07 | Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Cakupan desa pesisir, dan lingkar hutan yang diberdayakan % 33,69

2 Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri % 91,00
2.08 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1 Pertumbuhan Penduduk % 0,95
2.09 | Perhubungan

1 Persentase konektivitas transportasi publik % 89,14
2.10 | Komunikasi dan Informatika

1 Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah Kualifikasi Kolaborasi

2 Persentase Perangkat Daerah yang Informatif % 75
2.11 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1 Persentase Koperasi Aktif % 70,00
2.12 | Penanaman Modal

1 Nilai Realisasi Investasi Rp. Milyar 17.814
2.13 | Kepemudaan dan Olah Raga

1 Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional Medali 45

2 Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional orang 15

3 Proporsi wirausaha muda % 68,39
2.14 | Statistik

1 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas % 65,00
2.15 | Persandian

1 Indeks Kematangan Keamanan Informasi Level I+
2.16 | Kebudayaan

1 Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi % 33,04
2.17 | Perpustakaan

1 Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas) % 100,00

2 Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul) % 39,86
2.18 | Kearsipan

1 Persentase Arsip yang Terselamatkan % 100,00

III | URUSAN PILIHAN
3.01 | Kelautan dan Perikanan

1 Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB % 4,74

2 Produksi Perikanan Ton 1.499.957

3 Nilai Tukar Nelayan % >110
3.02 | Pariwisata

1 Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan % 450

Makan Minum) !

2 Persentase Desa Wisata yang dikembangkan % 100,00

3 Rata-rata Lama Menginap hari 3,35

4 Angka kunjungan wisatawan orang 5.200.000

5 Persentase Geosites yang Tertata % 50,00

6 Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan Rp. Milyar 137,24

(Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) ’

3.03 | Pertanian

1 Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan % 23,88

2 Nilai Tukar Petani Point >105
3.04 | Kehutanan

1 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Point 69,70

2 Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya % 20,08
3.05 | Energi dan Sumberdaya Mineral

1 Rasio Elektrifikasi % 99,99
3.06 | Perdagangan

1 Indeks Daya Beli Point 75,56

2 Pengeluaran per kapita Rp.000 11.944
3.07 | Perindustrian

1 Pertumbuhan Industri % 9,00
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Tahun 2023
No Satuan
Pembangunan Daerah Target
2 Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Rp. Milyar 179,91
Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri % 3,55
menengah
3.08 | Transmigrasi
1 Cakupan Penempatan Transmigran % 100

v UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 | Administrasi Pemerintahan

1 Ranking Nasional LPPD Ranking 3

2 Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas % 100,00

3 Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan % 100,00

4 Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan % 45,00
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

5 Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Level 4

\' UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.01 | Perencanaan

1 Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan % 100,00
5.02 | Keuangan

2 Opini BPK Status WTP

3 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Point 0,54

4 Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD % 38,65
5.03 | Kepegawaian

1 Indeks Profesionalisme ASN Point 0,72

5.04 | Pendidikan dan Pelatihan

Point 0,28
1 Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi

5.05 | Penelitian dan Pengembangan
1 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB) % 30,00
5.06 | Penghubung

VI | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6.01 | Pengawasan

1 | Nilai SAKIP Kategori A gg%g; ”
VII | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
7.01 | Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih % 4,89

2 Partisipasi Politik Masyarakat % 85,20

3 Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam % 50,00

rangka Pendidikan Karakter
4 Persentase penurunan konflik sosial % 0,00
5 Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik % 1,00
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BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN
PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2023

Program pembangunan daerah didasarkan pada program yang mendukung
sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah dituangkan dalam RKPD Provinsi
NTB Tahun 2023. Adapun program pembangunan daerah pada Tahun 2023 sebanyak
120 program dari 147 Program perangkat daerah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana

2. Program Penanganan Bencana

3.  Program Penyelenggaraan Jalan

4, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)

6. Program Pengelolaan Pelayaran

7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

8.  Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

9. Program Penyelenggaran Pengawasan

10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

11. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

13. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
14. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program Penataan Organisasi

16. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

17. Program Kepegawaian Daerah

18. Pengembangan Sumber Daya Manusia

19. Program Pendaftaran Penduduk

20. Program Pencatatan Sipil

21. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

22. Program Peningkatan Kerjasama Desa

23. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

24. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

25. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

26. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
27. Program Perencanaan Tenaga Kerja

28. Program Pembinaan Perpustakaan

29. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

30. Program Pelayanan Penghubung
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31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengembangan Kurikulum

Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Hutan

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan
Masyarakat Di Bidang Kehutanan

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
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62. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

63. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

64. Program Penyuluhan Pertanian

65. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

66. Program Pengelolaan Hutan

67. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

68. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

69. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

70. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

71. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

72. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

73. Program Rehabilitasi Sosial

74. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

75. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan
Kemandirian Pangan

76. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

77. Program Penanganan Kerawanan Pangan

78. Program Pengawasan Keamanan Pangan

79. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

80. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)

81. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

82. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

83. Program Pengembangan Perumahan

84. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

85. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

86. Program Pengembangan Ekspor

87. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

88. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

89. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

90. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

91. Program Pemasaran Pariwisata

92. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

93. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

94. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

95. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
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96.
97.

98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.

105.
106.

107.
108.
109.
110.
111.

112.
113.

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
(Umkm)

Program Pengembangan Umkm

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Hubungan Industrial

Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program Kesejahteraan Rakyat

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum Adat

Program Pengembangan Kebudayaan

Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program Pembinaan Sejarah

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan
Budaya

Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Program Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Perlindungan Khusus Anak

Pemetaan program Pembangunan Daerah kedalam sasaran pembangunan

pada Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Program Pembangunan Daerah Kedalam Sasaran

Pembangunan Pada Tahun 2023
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Indikator Kinerja Tahun 2023 Perangkat Daerah
Misi/Tujuan/ = ; Satuan Penanggung
Sasaran/Program au]::::!;:g;‘ ct/ Target Rp. (Juta) Jawab
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan
infrastruktur serta konektivitas wilayah
Tujuan 1: Indeks Risiko Bencana Point 115,83
Terwujudnya Ketangguhan
Menghadapi Resiko Bencana
Sasaran: Indeks Kapasitas Point 0,65
Meningkatnya kapasitas Daerah
dalam penanggulangan
bencana
Program Penanggulangan Persentase terbentuknya % 40,09 Pelaksana Badan
Bencana DESTANA dan SMAB 14.445 Penanggulangan
Bencana Daerah
Provinsi NTB
Persentase terlaksananya % 92,50
Renkon, Respon Cepat
PDB, Pencarian
Pertolongan Evakuasi
Korban, Jitupasna
Program Penanganan Bencana Cakupan Penanganan % 100 Dinas Sosial
Bencana Daerah Provinsi 7.543
Tujuan 2: Indeks Aksesibilitas Point 81,17
Terwujudnya aksesibilitas
antar wilayah untuk
Pengembangan Sektor
Unggulan
Sasaran 1: Persentase Kemantapan % 86,60
Meningkatnya pembangunan | jalan
infrastruktur layanan dasar
Program Penyelenggaraan Jalan Jaringan jalan Provinsi % 86,60 Dinas Pekerjaan
dalam Kondisi Mantap 931.804 | Umum dan Penataan
Ruang
Sasaran 1: Persentase Kemantapan % 54,50
Meningkatnya pembangunan Sistem Irigasi
infrastruktur layanan dasar
Program Pengelolaan Sumber Persentase Kenaikan Areal % 76,28 Dinas Pekerjaan
Daya Air (SDA) Layanan Irigasi 342.401 | Umum dan Penataan
Ruang
Sasaran 2: Persentase konektivitas % 89,14
Meningkatnya konektivitas transportasi publik
antar wilayah
Program Penyelenggaraan Lalu Persentase Sarana % 81,63 Dinas Perhubungan
Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | transportasi darat dalam 14.665
kondisi baik
Persentase Prasarana % 100
transportasi darat dalam
kondisi baik
Persentase Prasarana % 40
terminal dalam kondisi baik
Persentase tersedianya % 52,58
Fasilitas Keselamatan Jalan
dalam kondisi baik
Program Pengelolaan Pelayaran Sarana dan prasana % 66,06 Dinas Perhubungan
transportasi Laut dalam 2.261
kondisi baik
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari
KKN dan berdedikasi
Tujuan 1: Indeks Reformasi Point BB
Terwujudnya pemerintahan Birokrasi
yang bersih, bebas KKN dan
akuntabel
Sasaran1: Opini BPK Status WTP
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja dan keuangan daerah
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Indikator Kinerja Tahun 2023 Perangkat Daerah
Misi/Tujuan/ = ; Satuan Penanggung
Sasaran/Program (tuJ::tr::/;:z? =3 Target Rp. (Juta) Jawab
Program Pengelolaan Keuangan Persentase ketepatan % 100 2.275.817 Badan Pengelolaan
Daerah waktu penetapan Keuangan dan Aset
APBD/APBDP dan Daerah
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Provinsi
Persentase ketepatan % 100
waktu Evaluasi
APBD/APBDP dan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Kabupaten/ Kota
Program Pengelolaan Barang Persentase pengelolaan % 75 Badan Pengelolaan
Milik Daerah BMD pada PD yang akurat 5.689 | Keuangan dan Aset
dan akuntabel Daerah
Program Penyelenggaran Persentase Penyelesaian % 90 INSPEKTORAT
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil 3.807
Pengawasan pada PD
Persentase Penurunan Nilai % 48,89
Kerugian Perangkat Daerah
Program Perumusan Kebijakan, Persentase Peningkatan % 7,55 INSPEKTORAT
Pendampingan Dan Asistensi Nilai Unsur Pembentuk 1.402
SPIP
Persentase Penyelesaian % 97
Pengaduan Masyarakat
tepat waktu
Sasaran 2: Persentase Kontribusi % 38,65
Meningkatnya Pendapatan PAD terhadap APBD
Asli Daerah
Program Pengelolaan Derajat Desentralisasi % Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Fiskal 38,44 1.668 | Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan | Persentase PAD Terhadap % Badan Pengelolaan
Daerah Pendapatan Daerah (diluar 54,03 46.184 | Pendapatan Daerah
DAK)
Sasaran 3: Nilai SAKIP Kategori A (80,01 -
Meningkatnya Kualitas 90,00)
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Program Perencanaan, Cakupan Hasil Evaluasi % 100 Badan Perencanaan
Pengendalian Dan yang dimanfaatkan dalam 14.444 Pembangunan,
Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan Penelitian dan
Pembangunan Pengembangan
Daerah
Program Koordinasi Dan Persentase Keselarasan % 100 Badan Perencanaan
Sinkronisasi Perencanaan Program Renja Perangkat 37.833 Pembangunan,
Pembangunan Daerah Daerah dengan RKPD Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Program Penyelenggaran Persentase PD yang % 100 INSPEKTORAT
Pengawasan Meningkat Nilai 2.917
Implementasi SAKIP-nya
i, Persentase PD yang % 26,66 INSPEKTORAT
Program Perumusan Kebijakan, :
Pendampingan Dan Asistensi menerapkan ZI menuju 2.529
WBK/WBBM
Program Penataan Organisasi Persentase SAKIP % Biro Organisasi
Perangkat Daerah yang 3.842
Baik Meningkat
Program Pemerintahan Dan Persentase penyelesaian % 100 Biro Pemerintahan
Otonomi Daerah kebijakan administrasi 9.485
pemerintahan umum dan
pengembangan otonomi
daerah
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BAPPEDA Provinsi NTB

Indikator Kinerja Tahun 2023 Perangkat Daerah
Misi/Tujuan/ = ; Satuan Penanggung
Sasaran/Program (tuJ::tr::/;:z? =3 Target Rp. (Juta) Jawab
Sasaran 4: Indeks Profesionalisme Point 0,72
Meningkatnya ASN
Profesionalisme ASN
Program Kepegawaian Daerah Nilai Aspek Sistem Nilai 19 Badan Kepegawaian
Informasi 21.515 Daerah
Nilai Aspek Perencanaan 80
dan Pengadaan
Nilai Aspek Pengembangan 135
Karir, Promosi dan Mutasi
Nilai Aspek Manajemen 136
Kinerja, Penggajian,
Penghargaan, Disiplin serta
Perlindungan dan
Pelayanan
Nilai Aspek Sistem 19
Informasi
Pengembangan Sumber Daya Persentasi ASN bersertifikat % 0,10 Badan
Manusia Kompetensi Manajerial 51.655 | Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Persentase ASN %
bersertifikat Kompetensi 0,04 -
Fungsional
Persentase ASN %
bersertifikat Kompetensi 0,15 -
Tekhnis
Persentase Pejabat %
Fungsional Yang 0,62
Tersertifikasi
Sasaran 5: Indeks Pelayanan Point 4,55
Meningkatnya Kualitas Publik
Pelayanan kepada
masyarakat
Program Pendaftaran Penduduk Persentase pendududk % 98,90 Dinas Pemberdayaan
yang memiliki KTP-el per- 880 Masyarakat,
satuan penduduk Pemerintahan Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil Persentase kepemilikan % 100 Dinas Pemberdayaan
dokumen kependudukan 654 Masyarakat,
Bidang Catatan Sipil Pemerintahan Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Persentase pengelolaan % 100 Dinas Pemberdayaan
Administrasi Kependudukan informasi administrasi 3.155 Masyarakat,
kependudukan tingkat Pemerintahan Desa,
kab/kota Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Kerjasama Persentase realisasi % 25 Dinas Pemberdayaan
Desa Kerjasama Antar Desa pada 267 Masyarakat,
kawasan kawasan lingkar Pemerintahan Desa,
hutan dan pesisir Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Cakupan Perangkat Daerah % 80 Dinas Komunikasi,
Dan Komunikasi Publik yang Memanfaatkan Media 16.947 Informatika dan
Pelayanan Informasi Statistik
Komunikasi Publik (%)
Program Pengelolaan Aplikasi Persentase Layanan % 65 Dinas Komunikasi,
Informatika Berbasis TIK (%) 6.229 Informatika dan
Statistik
Program Penyelenggaraan Cakupan Ketersediaan Data % 30 Dinas Komunikasi,
Statistik Sektoral yang Terintegrasi (%) 1.531 Informatika dan
Statistik
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Indikator Kinerja Tahun 2023 Perangkat Daerah
Misi/Tujuan/ = ; Satuan Penanggung
Sasaran/Program (tuJ::tr::/;:z? ct/ Target Rp. (Juta) Jawab
Program Penyelenggaraan Persentase % 50 Dinas Komunikasi,
Persandian Untuk Pengamanan Penyelenggaraan 1.492 Informatika dan
Informasi Persandian untuk Statistik
Pengamanan
Informasi pada Perangkat
Daerah (%)
Program Perencanaan Tenaga Persentase kab/ kota yang % 90 Dinas Tenaga Kerja
Kerja menyusun rencana tenaga 300 dan Transmigrasi
kerja
Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase Peningkatan % 100 Dinas Perpustakaan
Jumlah Pengembangan 3.406 dan Kearsipan
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Persentase Peningkatan % 100 Dinas Perpustakaan
Nasional Dan Naskah Kuno Jumlah Pelestarian Kckr 624 dan Kearsipan
Dan Naskah Kuno Milik
Daerah
Program Pelayanan Penghubung Angka kunjungan Orang
wisatawan pada Anjungan 43.000 Badan Penghubung

NTB TMII (orang)

Daerah

Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS
daerah

melalui peningkatan kualit

as sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing

Tujuan 1:

Terwujudnya pengelolaan
kesehatan untuk SDM yang
berdaya saing

Indeks Kesehatan

Point

73,05

Sasaran 1:
Meningkatnya derajat
kesehatan dan gizi
masyarakat

Angka Harapan Hidup

Tahun

67,48

Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

Persentase fasilitas
kesehatan yang
terakreditasi

%

85

490.193

Dinas Kesehatan

Pesentase ketersediaan
obat dan perbekalan
kesehatan

%

97

Persentase RS yang
memenuhi sarana
prasarana dan alat
kesehatan yzng sesuai
standar

%

80

Pesentase pelayanan
kesehatan bagi orang yang
terdampak dan beresiko
pada situasi KLB

%

100

Persentase kab/kota
melaksanakan layanan
penyakit menular dan tidak
menular sesuai standar
minimal 80%

%

100

Persentase Kualitas
Lingkungan yang
memenuhi syarat sesuai
standar

%

100

Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan yang
menggunakan obat rasional

%

100

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Persentase SDM Kesehatan
yang ditingkatkan
kapasitasnya

%

3.651

Dinas Kesehatan

BAPPEDA Provinsi NTB
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BAPPEDA Provinsi NTB

Indikator Kinerja Tahun 2023 Perangkat Daerah
Misi/Tujuan/ = ; Satuan Penanggung
Sasaran/Program (tuJ::tr::/J:z? =3 Target Rp. (Juta) Jawab

Program Sediaan Farmasi, Alat Persentase Sarana % 95 Dinas Kesehatan
Kesehatan Dan Makanan kefarmasian dan alat 240
Minuman kesehatan yang memenuhi

syarat (Persen)
Program Pemenuhan Upaya Persentase SPM yang % 90 Rumah Sakit Umum
Kesehatan Perorangan Dan Upaya | mencapai target 163.140 Daerah
Kesehatan Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Persentase SPM yang % 76,19 Rumah Sakit Jiwa
Kesehatan Perorangan Dan Upaya | mencapai target 29.810 Mutiara Sukma
Kesehatan Masyarakat

Persentase Capaian elemen % 80

akreditasi sesuai standar -
Program Pemenuhan Upaya Persentase SPM yang % 80,00 Rumah Sakit H. L.
Kesehatan Perorangan Dan Upaya | mencapai target 144.479 Manambai
Kesehatan Masyarakat Abdulkadir
Sasaran 1: Persentase Balita % 30,49
Meningkatnya derajat Stunting
kesehatan dan gizi
masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Persentase balita Wasting % 10,41 Dinas Kesehatan
Kesehatan Perorangan Dan Upaya -
Kesehatan Masyarakat
Program Pemberdayaan Persentase Kab/Kota yang % 80 Dinas Kesehatan
Masyarakat Bidang Kesehatan melaksanakan Germas 5.060

(Persen)
Tujuan 2: Indeks Pendidikan Point 63,10
Terwujudnya pengelolaan
pendidikan untuk SDM yang
berdaya saing
Sasaran 1: Harapan Lama Sekolah Tahun 13,79
Meningkatnya kualitas dan
jangkauan layanan
pendidikan

Rata rata Lama Sekolah Tahun 7,07
Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Angka % 100 1.486.214 | Dinas Pendidikan dan

Partisipasi Kasar (APK) Kebudayaan

SMA/SMK/MA/Paket C

Persentase Angka % 95,28

Partisipasi Murni (APM)

SMA/SMK/MA/Paket C

Persen Angka Pastisipasi % 98,02

Sekolah (APS) Pendidikan

Menengah

Persen Angka Partisipasi % 70,6

Kasar (APK) SLB

Rasio ketersediaan ruang % 1

kelas / penduduk usia

sekolah pendidikan

menengah

Ratio Guru terhadap Murid % 18

Pendidikan Menengah,

Rasio Guru terhadap Murid % 1:10

per kelas rata-rata untuk

SLB,
Program Pengembangan Persentase Pengembangan % 100 Dinas Pendidikan dan
Kurikulum Kurikulum 1.987 Kebudayaan
Program Pendidik Dan Tenaga Persentase Guru % 100 Dinas Pendidikan dan
Kependidikan SMA/SMALB yang 208.215 Kebudayaan

memenuhi Kualifikasi

S1/DIV
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Indikator Kinerja Tahun 2023 Perangkat Daerah
Misi/Tujuan/ = ; Satuan Penanggung
Sasaran/Program au]::::!;::;‘ ct/ Target Rp. (Juta) Jawab
Persentase Guru SMK yang % 100
memenuhi Kualifikasi
S1/DIV
Persentase Kepala Sekolah % 100
bersertifikat
Persentase Pengawas % 100
Sekolah bersertifikat
Nilai Uji Kompetensi Guru 80
(UKG)
Program Pengendalian Perizinan Persentase Pengendalian % 6,5 Dinas Pendidikan dan
Pendidikan Perizinan Pendidikan 195 Kebudayaan
Program Pengembangan Bahasa Persentase bahasa dan % 100 Dinas Pendidikan dan
Dan Sastra sastra yang dikembangkan 832 Kebudayaan
Program Pengembangan Presentase Pembinaan % 100 Dinas Pemuda dan
Kapasitas Daya Saing Pemuda Berprestasi 11.297 Olahraga
Kepemudaan
Persentase Pemuda Peserta % 100
Pelatihan Yang Bersertifikat
Program Pengembangan Daya Presentase Pembinaan % 100 Dinas Pemuda dan
Saing Keolahragaan Altlet Berprestasi 31.488 Olahraga
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang
berkelanjutan
Tujuan 1: Indeks Kualitas Point 68,46
Terwujudnya lingkungan Lingkungan Hidup
hidup dan pengelolaan (IKLH)
persampahan yang bersih dan
berkelanjutan
Sasaran 1: Indeks Kualitas Air Point 43,03
Meningkatnya Kualitas, Daya
Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Udara Point 87,59
Indeks Kualitas Air Laut Point 71,48
. Persentase dokumen % 24,242424 Dinas Lingkungan
:ga;am Perencanaan Lingkungan perencanaan lingkungan 1.025 Hidup dan
hidup yang tersusun Kehutanan
Program Pengendalian Cakupan lokasi yang lokasi 30 Dinas Lingkungan
Pencemaran Dan/Atau Kerusakan | dikendalikan pencemaran 2.835 Hidup dan
Lingkungan Hidup dan kerusakannya Kehutanan
Program Pengelolaan Pengelolaan taman kehati lokasi 3 Dinas. Lingkungan
Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Pulau Lombok dan Pulau 233 Hidup dan
Sumbawa Kehutanan
Program Pengendalian Bahan nglah gnit usaha yang unit 210 Dinas. Lingkungan
Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan dlkendal!kan pengelolaan 232 Hidup dan
Limbah Bahan Berbahaya Dan B3 dan limbah B3 nya Kehutanan
Beracun (Limbah B3)
Program Pembinaan Dan Jumlah pelaku usaha usaha/ 30 Dinas Lingkungan
Pengawasan Terhadap 1zin dan/atau kegiatan yang kegiatan 605 Hidup dan
Lingkungan Dan Izin Perlindungan | taat terhadap dokumen Kehutanan
Dan Pengelolaan Lingkungan lingkungan
Hidup (PPLH)
Program Peningkatan Pendidikan, Meningkatnya kapasitas % 10 Dinas Lingkungan
Pelatihan Dan Penyuluhan sekolah peduli lingkungan 632 Hidup dan
Lingkungan Hidup Untuk Kehutanan
Masyarakat
. Meningkatnya kapasitas kelompok 0 - Dinas Lingkungan
E:gﬁrawntpfl? %h;srgaar;;ial_tlngkungan kelompok masyarakat Hidup dan
P Y Kehutanan
Program Penanganan Jumlah Penanganan Pengaduan 60 Dinas_ Lingkungan
Pengaduan Lingkungan Hidup Pengaduan Lingkungan 641 Hidup dan
Hidup Kehutanan
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Indikator Kinerja Tahun 2023 Perangkat Daerah
Misi/Tujuan/ = ; Satuan Penanggung
Sasaran/Program (tuJ::tr::/J:z? =3 Target Rp. (Juta) Jawab
Sasaran 1: Indeks Kualitas Point 69,70
Meningkatnya Kualitas, Daya | Tutupan Lahan
Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Hutan Prosentase luas kawasan % 100 Dinas Lingkungan
hutan yang dilindungi 61.711 Hidup dan
Kehutanan
Peningkatan presentase % 30 Dinas Lingkungan
kawasan hutan yang di - Hidup dan
kelola Kehutanan
Program Konservasi Sumber Daya | Cakupan kawasan ha 30.503 Dinas Lingkungan
Alam Hayati Dan Ekosistemnya konservasi kewenangan 2.843 Hidup dan
provinsi yang terlindungi Kehutanan
Program Pendidikan Dan Persentase KTH yang % 48,67 Dinas Lingkungan
Pelatihan, Penyuluhan Dan meningkat kelasnya 2.125 Hidup dan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kehutanan
Bidang Kehutanan
Program Pengelolaan Daerah Peningkatan fungsi dan DAS 4,00 Dinas Lingkungan
Aliran Sungai (DAS) daya dukung wilayah DAS 14.296 Hidup dan
prioritas Kehutanan
Program Penyelenggaraan Persentase Kesesuaian % 90,31 Dinas Pekerjaan
Penataan Ruang Pemanfaatan Ruang 3.018 | Umum dan Penataan
Ruang
Tujuan1: Neraca pengelolaan % 100,00
Terwujudnya lingkungan sampah (%)
hidup dan pengelolaan
persampahan yang bersih dan
berkelanjutan
Sasaran 2: Persentase Penanganan % 70,00
Meningkatnya Pengelolaan Sampah
Persampahan
Persentase % 30,00
Pengurangan Sampah
Program Pengelolaan Persentase pengelolaan % 100 Dinas Lingkungan
Persampahan sampah 15.916 Hidup dan
Kehutanan
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan
pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi
Tujuan 1: Indeks Daya Beli % 75,56
Terwujudnya pertumbuhan (Point)
agribisnis dan investasi yang
berkualitas
Sasaran 1: Nilai Realisasi Investasi Rp. 17.814
Meningkatnya Investasi, Milyar
kerjasama pemerintah dan
badan usaha, serta
kemudahan perizinan
Program Pengembangan Iklim Perentase Peningkatan Persen 60 Dinas Penanaman
Penanaman Modal Minat Investasi 1.099 | Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Persentase Cakupan Persen 100 Dinas Penanaman
Modal Promosi Penanaman Modal 2.629 | Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Persentase Capaian Persen 93 Dinas Penanaman
Program Pelayanan Penanaman Layanan Perizinan dan Non 1.954 | Modal dan Pelayanan
Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Rasio Realisasi Investasi Persen 60 Dinas Penanaman
Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Target Daerah 2.703 | Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
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Indikator Kinerja Tahun 2023 Perangkat Daerah
Misi/Tujuan/ (tujuan/impact/ Satuan Penanggung
Sasaran/Program outcome) Target Rp. (Juta) Jawab
Program Pengelolaan Data Dan Persentase Cakupan Data Persen 100 Dinas Penanaman
Sistem Informasi Penanaman dan Informasi Perizinan 428 | Modal dan Pelayanan
Modal dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu
Penanaman Modal yang
Terintegrasi
Sasaran 2: Kontribusi PDRB sektor % 23,88
Meningkatnya Kontribusi pertanian, perikanan &
Sektor Pertanian dalam Arti kehutanan
Luas
Program Penyediaan Dan Pertumbuhan Populasi % 10 Dinas Peternakan
Pengembangan Sarana Pertanian Ternak 135.417 dan Kesehatan
Hewan
Program Penyediaan Dan Cakupan Produksi Hasil % 100 Dinas Peternakan
Pengembangan Prasarana Ternak yang dipasarkan 1.708 dan Kesehatan
Pertanian Hewan
Program Pengendalian Kesehatan PERSENTASE PENURUNAN % <1 Dinas Peternakan
Hewan Dan Kesehatan TERNAK YANG TERINFEKSI 8.464 dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner PHMS Hewan
Program Penyuluhan Pertanian Persentase Kelompok % 100 Dinas Peternakan
Ternak Berbasis Korporasi 1.279 dan Kesehatan
Hewan
Program Penyediaan Dan Persentase Fasilitasi Sarana % 2,05 Dinas Pertanian dan
Pengembangan Sarana Pertanian Pertanian 64.205 Perkebunan
Program Penyediaan Dan Persentase Fasilitasi % 96,79 Dinas Pertanian dan
Pengembangan Prasarana Prasarana Pertanian 267.361 Perkebunan
Pertanian
Pengembangan Unit/ 10
industrialisasi pertanian paket -
Program Pengendalian Dan Persentase Luas % 96,5 Dinas Pertanian dan
Penanggulangan Bencana Pertanaman Yang Aman 1.229 Perkebunan
Pertanian dari serangan OPT dan DPI
Program Penyuluhan Pertanian Persentase kelompok tani % 100 Dinas Pertanian dan
yang meningkat skor kelas 18.895 Perkebunan
kelompok
Program Pengelolaan Hutan Peningkatan presentase % 30 Dinas Lingkungan
kawasan hutan yang di - Hidup dan
kelola Kehutanan
Program Pengelolaan Kelautan, Persentase Luas Wilayah % 9,5 Dinas Kelautan dan
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Laut dan Pesisir yang 15.330 Perikanan
dikelola sesuai dengan
peraturan perundangan
yang berlaku
Program Pengelolaan Perikanan Produksi Perikanan Ton Dinas Kelautan dan
Tangkap Tangkap 256.572 11.895 Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan | Produksi Perikanan Ton 1.243.385 Dinas Kelautan dan
Budidaya Budidaya 32.729 Perikanan
Program Pengawasan Persentase kepatuhan % 99,93 Dinas Kelautan dan
Sumberdaya Kelautan Dan pelaku usaha KP terhadap 8.943 Perikanan
Perikanan peraturan perundang-
undangan
Program Pengolahan Dan Produksi olahan hasil Ton 215700 Dinas Kelautan dan
Pemasaran Hasil Perikanan perikanan 2.897 Perikanan
Sasaran 3: Cakupan penduduk % 100
Meningkatnya jaminan miskin yang
kesehatan dan sosial bagi mendapatkan jaminan
penduduk miskin Sosial dan
Kesehatan (%)
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Indikator Kinerja Tahun 2023 Perangkat Daerah
Misi/Tujuan/ (tujuan/impact/ Satuan Penanggung
Sasaran/Program outcome) Target Rp. (Juta) Jawab
Program Pemenuhan Upaya Persentase fasilitas % 85 Dinas Kesehatan
Kesehatan Perorangan Dan Upaya | kesehatan yang -
Kesehatan Masyarakat terakreditasi
Program Penanganan Warga Persentase PMB (pekerja % 100 Dinas Sosial
Negara Migran Korban Tindak migran bermasalah) dan 2.356
Kekerasan Korban Tindak Kekerasan
tertangani
Program Rehabilitasi Sosial Persentase Penyandang % 4,5 Dinas Sosial
Masalah Kesejahteraan 53.398
Sosial (PMKS) yang
tertangani
Program Perlindungan Dan Persentase Penduduk % 100 Dinas Sosial
Jaminan Sosial Miskin yang mendapatkan 37.284
perlindungan dan jaminan
sosial
Sasaran 4: Pola Pangan Harapan Skor 87,20
Meningkatnya ketahanan dan | (PPH) Konsumsi
keragaman konsumsi pangan
Program Pengelolaan Sumber Persentase Lumbung % 86,62 .
Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Pangan yang 771 Dinas Ketahanan
Dan Kemandirian Pangan termanfaatkan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi | Persentase Ketersediaan % 100 )
dan Ketahanan Pangan Pasokan Pangan Pokok 11.466 Dinas Ketahanan
Masyarakat Strategis Pangan
Program Penanganan Kerawanan Prevalensi Ketidakcukupan % 3,77
Pangan Konsumsi Pangan 1.142 Dinas Ketahanan
(Prevalenc_e of Pangan
Undernourishment/PoU)
Program Pengawasan Keamanan Persentase pangan segar % 90,00 .
Pangan yang memenuhi syarat 1.857 Dinas Ketahanan
keamanan pangan (%) Pangan
Sasaran 5: Cakupan Air Minum % 80,59
Terpenuhinya pelayanan
dasar bagi penduduk miskin
Program Pengelolaan Dan Cakupan air minum % 80,59 Dinas Pekerjaan
Pengembangan Sistem 10.224 | Umum dan Penataan
Penyediaan Air Minum Ruang
Sasaran 5: Proporsi rumah tangga % 82,46
Terpenuhinya pelayanan dengan akses sanitasi
dasar bagi penduduk miskin layak
Program Pemenuhan Upaya Persentase kualitas % Dinas Kesehatan
Kesehatan Perorangan Dan Upaya | lingkungan yang memenuhi 100 -
Kesehatan Masyarakat syarat sesuai standar
Program Peningkatan Prasarana, Luas kawasan permukiman Ha 2533914 Dinas Perumahan
Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) yang berkualitas 587.291 dan Permukiman
Sasaran 5: Rasio Elektrifikasi % 99,99
Terpenuhinya pelayanan
dasar bagi penduduk miskin
Program Pengelolaan Energi Prosentase Energi % 5,57 Dinas Energi dan
Terbarukan Terbarukan Dalam 1.992 | Sumber Daya Mineral
Pembangkit Listrik
Program Pengelolaan Persentase Rumah Tangga % 99,99 Dinas Energi dan
Ketenagalistrikan Pengguna Listrik 5.546 | Sumber Daya Mineral
Sasaran 5: Cakupan Rumah Layak % 68,95
Terpenuhinya pelayanan Huni (RLH)
dasar bagi penduduk miskin
Program Pengembangan Persentase rumah % 100 Dinas Perumahan
Perumahan terdampak bencana dan 7.064 dan Permukiman
direlokasi yang telah
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Indikator Kinerja Tahun 2023 Perangkat Daerah
Misi/Tujuan/ = ; Satuan Penanggung
Sasaran/Program (tuJ::tr::/J:z? =3 Target Rp. (Juta) Jawab
direhabilitasi dan
direkonstruksi
Rumah tangga menempati % 98,91
hunian layak
Sasaran 6: Inflasi % 3,0-4,0
Terjaganya stabilitas harga
kebutuhan pokok
Program Perizinan Dan Cakupan Pengawas % 80 Dinas Perdagangan
Pendaftaran Perusahaan an Legalitas/ Perizinan 874
Bahan Berbahaya,
Minuman Beralkohol dan
Barang Pokok Penting
Program Stabilisasi Harga Barang Persentase Stabilitas Harga % 4 Dinas Perdagangan
Kebutuhan Pokok Dan Barang Barang Kebutuhan Pokok 5.179
Penting
Program Pengembangan Ekspor Persentase Pertumbuhan % 7 Dinas Perdagangan
Nilai Ekspor Non Tambang 4.071
Program Standardisasi Dan Cakupan Penyelesaian % 90 Dinas Perdagangan
Perlindungan Konsumen Sengketa 3.915
Program Penggunaan Dan Persentase Fasilitasi % 100 Dinas Perdagangan
Pemasaran Produk Dalam Negeri Peningkatan Kapasitas 37.550
Pemasaran Kelompok UKM
Sasaran 7: Pengeluaran per kapita Rp.000 11.944
Meningkatnya kemampuan (Rp.000)
masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan hidup
Program Peningkatan Sarana Cakupan Fasilitasi % 100 Dinas Perdagangan
Distribusi Perdagangan Penyediaan Sarana 4.834
Distribusi Perdagangan
Tujuan 2: Pertumbuhan sektor % 4,50
Terwujudnya pariwisata yang | kepariwisataan
dapat diandalkan (Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum)
dalam PDRB (%)
Sasaran 1: Pertambahan Nilai Rp. 137,24
Meningkatnya daya saing PDRB sektor yang Milya
pariwisata terkait kepariwisataan
(Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum) (Rp.
Miliar)
Program Peningkatan Daya Tarik Persentase desa wisata % 100 Dinas Pariwisata
Destinasi Pariwisata yang dikembangkan 16.580
Persentase Geosite yang % 50
tertata -
Program Pemasaran Pariwisata Efektifitas promosi di dalam orang Dinas Pariwisata
meningkatkan angka 7.392
kunjungan wisatawan
Program Pengembangan Ekonomi | Persentase HaKI yang telah % Dinas Pariwisata
Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan memberikan kontribusi 607
Perlindungan Hak Kekayaan dalam pertambahan nilai
Intelektual ekonomi kreatif
Program Pengembangan Sumber | Persentase SDM penunjang % Dinas Pariwisata
Daya Pariwisata Dan Ekonomi layanan pariwisata yang 3.506
Kreatif memenuhi standar
Tujuan 3: Pertumbuhan Industri % 9,00
Terwujudnya perindustrian (%)
yang unggul
Sasaran 1: Pertambahan Nilai Rp. 179,91
Meningkatnya daya saing PDRB sektor Industri Milya
industri Pengolahan (Rp. Miliar)
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Indikator Kinerja Tahun 2023 Perangkat Daerah
Misi/Tujuan/ = ; Satuan Penanggung
Sasaran/Program (tuJ::tr::/J:z? =3 Target Rp. (Juta) Jawab
Program Perencanaan Dan Persentase Kesesuaian % 100 Dinas Perindustrian
Pembangunan Industri Dokumen Perencanaan 102.322
Pembangunan Industri
Provinsi
Program Pengendalian Izin Usaha | Persentase IKM yang % 3,55 Dinas Perindustrian
Industri Meningkat dari Kecil ke 3.018
Menengah
Program Pengelolaan Sistem Cakupan Database IKM Se- % 1 Dinas Perindustrian
Informasi Industri Nasional NTB dalam Sistem 2.043
Informasi Industri Nasional
Program Pemberdayaan Usaha Proporsi usaha kecil yang % 6,71 Dinas Koperasi
Menengah, Usaha Kecil, Dan diperkuat menjadi 4.807 Usaha Kecil dan
Usaha Mikro (UMKM) wirausaha Menengah
Program Pengembangan Umkm Proporsi usaha kecil yang % 56,75 Dinas Koperasi
Ditingkatkan manajemen 7.967 Usaha Kecil dan
dan kapasitas usahanya Menengah
Program Pengembangan Presentase Pembinaan % 100 Dinas Pemuda dan
Kapasitas Daya Saing Pemuda Berprestasi 11.297 Olahraga
Kepemudaan
Persentase Pemuda Peserta % 100
Pelatihan Yang Bersertifikat
Sasaran 2: Tingkat Pengangguran % 3,17
Menurunnya pengangguran Terbuka
terbuka
Program Pelatihan Kerja Dan Persentase pencari kerja % 18 Dinas Tenaga Kerja
Produktivitas Tenaga Kerja yang bersertifikat 3.482 dan Transmigrasi
kompetensi
Program Penempatan Tenaga Persentase Pencari Kerja % 57,48 Dinas Tenaga Kerja
Kerja Terdaftar Yang 3.391 dan Transmigrasi
Ditempatkan
Program Hubungan Industrial Persentase perusahaan % 23 Dinas Tenaga Kerja
yang memiliki perangkat 1.026 dan Transmigrasi
hubungan industrial
Program Pengawasan Persentase perusahaan yg % 23 Dinas Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan menerapkan Norma 3.466 dan Transmigrasi
Ketenagakerjaan & K3
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan
hukum yang berkeadilan
Tujuan 1: Indeks Kriminalitas Point 13,25
Terwujudnya Kehidupan
Masyarakat NTB yang Madani
Sasaran 1: Persentase penurunan % 0,00
Meningkatnya Nilai Sosial konflik sosial
Budaya & Toleransi
Masyarakat
Program Penguatan Ideologi Persentase pembinaan % 10 Badan Kesatuan
Pancasila Dan Karakter ideologi wawasan 1.527 Bangsa dan Politik
Kebangsaan kebangsaan dan karakter Dalam Negeri
bangsa pada daerah rawan
konflik
Program Peningkatan Cakupan mediasi potensi % 11,43 Badan Kesatuan
Kewaspadaan Nasional Dan konflik sosial pada daerah 11.105 Bangsa dan Politik
Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi | rawan konflik Dalam Negeri
Penanganan Konflik Sosial
Program Kesejahteraan Rakyat Persentase Kesejahteraan % 100 Biro Kesejahteraan
Rakyat dari Segi Mental 292.643 Rakyat
Spiritual, Kebutuhan Dasar
dan Non Kebutuhan Dasar
Program Pemberdayaan Lembaga | Persentase Lembaga Adat % 70 Dinas Pemberdayaan
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Aktif 24.519 Masyarakat,
Dan Masyarakat Hukum Adat Pemerintahan Desa,
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Indikator Kinerja Tahun 2023 Perangkat Daerah
Misi/Tujuan/ = ; Satuan Penanggung
Sasaran/Program (tuJ::tr::/;:z? =3 Target Rp. (Juta) Jawab
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Persentase Bumdes % 37
Berprestasi -
Persentase Pokja Posyandu % 100
aktif -
Persentase Posyantek yang % 64,96
aktif -
Program Pengembangan Persentase Pengembangan % 81,82 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Obyek Pemajuan 6.405 Kebudayaan
Kebudayaan
Program Pengembangan Persentase Pengembangan % 100 Dinas Pendidikan dan
Kesenian Tradisional Kesenian Tradisional 1.427 Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah Cakupan pembinaan % 100 Dinas Pendidikan dan
sejarah 720 Kebudayaan
Sasaran 2: Persentase Penurunan % 6,07
Meningkatnya Kualitas & Pelanggaran Produk
Penegakan Produk Hukum Hukum Daerah
Daerah
Program Peningkatan Persentase Penanganan % 100,00 Satuan Polisi
Ketenteraman Dan Ketertiban Gangguan Ketertiban 11.445 Pamong Praja
Umum Umum dan Ketentraman
Masyarakat
Persentase Penanganan % 100,00
Pelanggaran Produk
Hukum Daerah
Program Pembinaan Dan Persentase Desa Bersinar % 86,21 Badan Kesatuan
Pengembangan Ketahanan (Bersih dari Narkoba) 2.437 Bangsa dan Politik
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Dalam Negeri
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Persentase Fasilitasi % 100 Biro Hukum
Hukum Penyusunan Produk Hukum 5.728
Daerah Provinsi yang
terbentuk
Persentase Produk Hukum % 100
Daerah Kab./Kota yang
Terfasilitasi
Persentase Produk Hukum % 100
Daerah yang terevaluasi
Persentase Produk Hukum % 100
yang Tersosialisasi kepada
masyarakat
Persentase MoU dan % 100
perjanjian kerjasama yang
tersusun
Persentase Penanganan % 100
Masalah Hukum Litigasi
Persentase Penanganan % 100
Masalah Hukum Non
Litigasi dan HAM
Tujuan 1: Partisipasi Politik % 85,20
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat (%)
Masyarakat NTB yang Madani
Sasaran 3: Persentase Keterlibatan % 1,00
Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam
politik masyarakat politik
Program Peningkatan Peran Partai | Persentase Keterlibatan % 100 Badan Kesatuan
Politik Dan Lembaga Pendidikan Masyarakat dalam politik 43.528 Bangsa dan Politik
Melalui Pendidikan Politik Dan Dalam Negeri
Pengembangan Etika Serta
Budaya Politik
Program Pemberdayaan Dan Persentase Ormas yang % 83,01 Badan Kesatuan
Pengawasan Organisasi aktif 1.631 Bangsa dan Politik
Kemasyarakatan Dalam Negeri
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Indikator Kinerja Tahun 2023 Perangkat Daerah
Misi/Tujuan/ = ; Satuan Penanggung
Sasaran/Program (tuJ::tr::/;:z? =3 Target Rp. (Juta) Jawab
Tujuan 1: Indeks Pemberdayaan Point 61,4
Terwujudnya Kehidupan Gender (IDG)
Masyarakat NTB yang Madani
Sasaran 4: Persentase Partisipasi % 20,47
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam
Perempuan dalam Pembangunan
Pembangunan
Cakupan Kabupaten/ % 100
Kota Yang Mendapat
Predikat Kabupaten/
Kota Layak Anak
Program Pengarusutamaan Persentase PD yang % 65,28 Dinas Pemberdayaan
Gender Dan Pemberdayaan menerapkan PPRG 6.231 Perempuan,
Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Program Perlindungan Perempuan | Persentase Perempuan % 83,07 Dinas Pemberdayaan
Korban Kekerasan dan 2.837 Perempuan,
TPPO yang Mendapat Perlindungan Anak,
Layanan Komprehensif Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Indeks Ketahanan Keluarga % 15 Dinas Pemberdayaan
Keluarga 1.341 Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Program Pengelolaan Sistem Dokumen Gender 1 Dinas Pemberdayaan
Data Gender Dan Anak 201 Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Program Pemenuhan Hak Anak Cakupan Kabupaten/Kota % 42,00 Dinas Pemberdayaan
(Pha) Layak Anak 1.491 Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Persentase Kabupaten/Kota %
dengan Peringkat KLA
Program Perlindungan Khusus Cakupan Layanan Bagi % Dinas Pemberdayaan
Anak Anak yang Memerlukan 2.124 Perempuan,
Perlindungan Khusus Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Persentase Anak Korban %
Kekerasan yang Mendapat
Layanan Komprehensif
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BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN
PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023
TRIWULAN 1V

4.1 Pencapaian Indikator Kinerja RKPD Tahun 2023

Dalam mengukur pencapaian kinerja RKPD Tahun 2023 dapat dilihat dari
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Indikator Kinerja Daerah (IKD)
berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek
pelayanan umum, serta pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah
ditetapkan dokumen RKPD Tahun 2023, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

4.1.1.INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Ukuran keberhasilan dari suatu daerah dapat dilihat pada pencapaian tujuan
dan sasaran strategis pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja
utama (IKU) pemerintah daerah. IKU pemerintah daerah provinsi NTB sebagaimana
tertuang dalam Perjanjian Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan dokumen RPJMD.
IKU Pemerintah Daerah Provinsi NTB mengacu pada RPIJMD Provinsi NTB tahun 2019-
2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama
yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis
pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Secara umum, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

berdasarkan target tahun 2023 dan target akhir periode RPJMD Tahun 2019-2023
pada tahun 2023 dapat disajikan dalam grafik berikut ini :
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Grafik 4.1
Tingkat Capaian Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2023

Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah
(Jumlah Indikator Kinerja 14)

Tidak
Tercapai; 7;
50,00%. l

Tercapai; 7;
- 50,00%

Adapun tujuan pembangunan daerah yang belum memenuhi target adalah
Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi, Neraca pengelolaan sampah,
Indeks Daya Beli, Tingkat Kemiskinan (%), Partisipasi politik masyarakat, serta Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG).

Grafik 4.2
Tingkat Capaian Sasaran Pembangunan Daerah

Tingkat Capaian Sasaran Pembangunan Daerah
(Jumlah Indikator Kinerja 37)

Tidak Tercapai;
11; 29,73%

Tercapai; 26;
70,27%
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Adapun sasaran pembangunan daerah yang belum memenuhi target adalah
persentase kemantapan jalan, cakupan rumah layak huni (RLH), indeks kualitas
tutupan lahan, pertambahan nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan
(penyediaan akomodasi dan makan minum), pengeluaran per kapita, nilai SAKIP,
indeks pelayanan publik, persentase penanganan sampah, pertambahan nilai PDRB
sektor industri pengolahan, persentase pengurangan sampah, serta persentase
penurunan konflik social.

Pencapaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah didukung oleh
berbagai program sebagaimana telah ditetapkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2023 sebanyak 120 program prioritas dan 75
program unggulan dengan alokasi belanja daerah mencapai Rp6.261.613.644.550,00,
dan realisasi sebesar Rp5.686.300.429.147,25 atau sebesar 90,81%, dan rata-rata
capaian kinerja program sebesar 90,97%.

Adapun pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2023

secara lengkap disajikan sebagai berikut:
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Tabel 1. Target dan Realisasi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Kondisi Awal RPIPD Kglr(‘ﬁi'rs' 2023 % Tingkat Capaian
No Misi Tujuan Indl_kator Sasaran Ll gzite) Satuan RPJMD
Tujuan Sasaran pada Tahun Thd Thd
2017 2018 2023 Target Capaian Target Target
2023 Akhir
1 Misi 1 NTB Terwujudnya Indeks Risiko Point 142,90 139,4 115,83 115,83 115,90 99,94 99,94
TANGGUH DAN | Ketangguhan Bencana Meningkatnya Indeks Point 0,53 0,55 0,65 0,65 0,72 114,29 114,29
MANTAP Menghadapi (Point) kapasitas dalam Kapasitas
melalui Resiko Bencana penanggulangan Daerah
penguatan bencana
mitigasi Terwujudnya Indeks Point 73,69 74,6 81,17 81,17 9,61 104,25 104,25
bencana dan aksesibilitas Aksesibilitas Meningkatnya Persentase % 77,16 83,65 86,60 86,60 84,52 97,60 97,60
pengembangan | antar wilayah pembangunan Kemantapan
infrastruktur untuk infrastruktur jalan
serta Pengembangan wilayah Persentase % 50,54 50,63 54,50 54,50 56,87 104,35 104,35
kc_)nekthltas Sektor Kemantapan
wilayah Unggulan Sistem Irigasi
Meningkatnya Persentase % 73,72 74,76 89,14 89,14 93,14 104,49 104,49
konektivitas antar | konektivitas
wilayah transportasi
publik
2 Misi 2 NTB Terwujudnya Indeks Point CC CC BB BB B 95,67 95,67
BERSIH DAN pemerintahan Reformasi Meningkatnya Opini BPK Status WTP WTP WTP WTP WTP 100,00 100,00
MELAYANI yang bersih, Birokrasi akuntabilitas
melalui bebas KKN dan kinerja dan
transformasi akuntabel keuangan daerah
birokrasi yang Meningkatnya Persentase % 32,15 33,77 38,65 38,65 48,32 125,02 125,02
berintegritas, Pendapatan Asli Kontribusi PAD
berkinerja tinggi, Daerah terhadap APBD
bersih dari KKN Meningkatnya Nilai SAKIP Kategori | B (>60 - B A(80,01- | A (80,01 BB 91,24 91,24
dan berdedikasi Kualitas 70) (62,53) 90,00) -90,00)
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
Meningkatnya Indeks Point 0,57 0,60 0,72 0,72 0,77 106,94 106,94
Profesionalisme Profesionalisme
ASN ASN
Meningkatnya Indeks Point 3,42 4,56 4,55 4,55 3,97 87,25 87,25
Kualitas Pelayanan
Pelayanan kepada | Publik
masyarakat
3 Point 70,08 70,57 73,05 73,05 80,03 109,56 109,56
1
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Kondisi Awal RPJPD KXEgilrSI 2023 % Tingkat Capaian
No Misi Tujuan Indl_kator Sasaran I Eito; Satuan RPJMD
Tujuan Sasaran pada Tahun Thd Thd
2017 2018 2023 Target Capaian Target Target
2023 Akhir
Terwujudnya Meningkatnya Angka Harapan Tahun 65,55 65,75 67,48 67,48 72,02 106,73 106,73
Misi 3 NTB pengelolaan derajat kesehatan Hidup
SEHAT DAN kesehatan Indeks dan gizi Persentase % 37,20 33,49 30,49 30,49 13,49 155,76 155,76
CERDAS untuk SDM Kesehatan masyarakat Balita Stunting
melalui yang berdaya
peningkatan saing
kualitas sumber | Terwujudnya Indeks Point 60,39 60,85 63,10 63,10 64,61 102,40 102,40
daya manusia pengelolaan Pendidikan Meningkatnya Harapan Lama Tahun 13,46 13,51 13,79 13,79 13,97 101,31 101,31
sebagai pondasi | pendidikan kualitas dan Sekolah
daya saing untuk SDM jangkauan layanan | Rata rata Lama Tahun 6,90 6,93 7,07 7,07 7,74 109,48 109,48
daerah yang berdaya pendidikan Sekolah
saing
4 | Misi 4 NTB Terwujudnya Indeks Kualitas Point 56,99 75,16 68,46 68,25 71,92 105,38 105,38
ASRI DAN lingkungan Lingkungan Meningkatnya Indeks Kualitas Point 20,25 74,63 43,03 43,03 47,78 111,04 111,04
LESTARI hidup dan Hidup (IKLH) Kualitas, Daya Air
melalui pengelolaan Dukung dan Daya | Indeks Kualitas Point 88,02 87,17 87,59 87,59 90,21 102,99 102,99
pengelolaan persampahan Tampung Udara
sumber daya yang bersih dan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Point - - 71,48 71,48 82,88 115,95 115,95
alam dan berkelanjutan Air Laut
lingkungan yang Indeks Kualitas Point 61,27 66,56 69,70 69,70 66,60 95,55 95,55
berkelanjutan Tutupan Lahan
Neraca % - - 100,00 100,00 65,29 65,29 65,29
pengelolaan Meningkatnya Persentase % - - 70,00 70,00 49,64 70,91 70,91
sampah Pengelolaan Penanganan
Persampahan Sampah
Persentase % - - 30,00 30,00 15,65 52,17 52,17
Pengurangan
Sampah
5 | Misi5 NTB Terwujudnya Indeks Daya Point 69,76 70,99 75,56 75,56 73,31 97,02 97,02
SEJAHTERA pertumbuhan Beli . — . .
DAN MANDIRI agribisnis dan Memngkgtnya Nilai Reghsa& Rp. Milyar 11.280 14.000 17.814 17814,00 | 39896,00 223,96 223,96
melalui investasi yang Investasi Investasi
penanggulangan | berkualitas (kerjasama
kemiskinan, pemerintah dan
mengurangi badan usaha)
kesenjangan, Meningkatnya Kontribusi % 22,03 23,51 23,88 23,88 26,15 109,51 109,51
dan kontribusi Sektor PDRB sektor
pertumbuhan Pertanian dalam pertanian,
ekonomi inklusif Arti Luas perikanan &
kehutanan
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No

Misi

bertumpu pada
pertanian,
pariwisata dan
industrialisasi

Kondisi Awal RPJPD KXEgilrSI 2023 % Tingkat Capaian
Tujuan Ianl_kator Sasaran Igdlkator Satuan RPJMD
ujuan asaran Pada Tahun . Thd Thd
2017 2018 2023 Target Capaian Target Target
2023 Akhir
Tingkat % 15,05 14,63 11,92 11,92 13,85 83,81 83,81
Kemiskinan Meningkatnya Cakupan % 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
(%) jaminan kesehatan | penduduk
dan sosial bagi miskin yang
penduduk miskin mendapatkan
jaminan sosial
dan kesehatan
Meningkatnya Pola Pangan Skor 77,80 78,30 87,20 87,20 94,70 108,60 108,60
ketahanan dan Harapan (PPH)
keragaman Konsumsi
konsumsi pangan
Terpenuhinya Cakupan Air % - 70,48 80,59 80,59 83,12 103,14 103,14
pelayanan dasar Minum
bagi penduduk Proporsi rumah % 69,25 69,53 82,46 82,46 83,12 100,80 100,80
miskin tangga dengan
akses sanitasi
layak
Rasio % 85,10 93,83 99,99 99,99 99,99 100,00 100,00
Elektrifikasi
Cakupan % 53,04 56,75 68,95 68,95 66,31 96,17 96,17
Rumah Layak
Huni (RLH)
Terjaganya Inflasi % 3,70 3,16 3,0-4,0 3,0-4,0 3,02 100,67 100,67
stabilitas harga
kebutuhan pokok
Meningkatnya Pengeluaran Rp.000 9.877 9.917 11.944 11095,00 92,89 92,89
kemampuan per kapita 11.944
masyarakat untuk
memenuhi
kebutuhan hidup
Terwujudnya Pertumbuhan % 7,27 -4,59 4,50 4,50 8,97 199,33 199,33
pariwisata yang | sektor Meningkatnya Pertambahan Rp. Miliar | 112,36 76,13 137,24 137,24 128,10 93,34 93,34
dapat kepariwisataan | daya saing Nilai PDRB
diandalkan (Penyediaan pariwisata sektor yang
Akomodasi terkait
dan Makan kepariwisataan
Minum) (Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum)
% 2,00 2,00 9,00 9,00 9,02 100,22 100,22
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Kondisi Awal RPJPD KXEgilrSI 2023 % Tingkat Capaian
No Misi Tujuan Ianl_kator Sasaran Igdlkator Satuan RPJMD
ujuan asaran Pada Tahun . Thd Thd
2017 2018 2023 Target Capaian Target Target
2023 Akhir
Meningkatnya Pertambahan Rp. Miliar 240,99 56,28 179,91 179,91 113,70 63,20 63,20
daya saing industri | Nilai PDRB
Terwujudnya Pertumbuhan sektor Industri
perindustrian Industri Pengolahan
yang unggul Menurunnya Tingkat % 3,32 3,72 3,17 3,17 2,80 111,67 111,67
pengangguran Pengangguran
terbuka Terbuka
6 Misi 6 NTB Terwujudnya Indeks Point 18,05 17,25 13,25 13,25 9,61 127,50 127,50
AMAN DAN Kehidupan Kriminalitas Meningkatnya Nilai | Persentase % 8,70 38,10 0,00 0,00 2,96 29,60 29,60
BERKAH Masyarakat Sosial Budaya dan | penurunan
melalui NTB yang Toleransi konflik sosial
perwujudan Madani Masyarakat
masyarakat (Bahagia) Meningkatnya Persentase % 4,45 4,65 6,07 6,07 19,44 320,26 320,26
madani yang Kualitas dan Penurunan
beriman, Penegakan Pelanggaran
berkarakter dan Produk Hukum Produk Hukum
penegakan Daerah Daerah
hukum yang Partisipasi % 78,44 77,50 85,20 85,20 84,85 99,59 99,59
berkeadilan politik Meningkatnya Persentase % 0,40 0,50 1,00 1,00 1,70 170,00 170,00
masyarakat kesadaran politik Keterlibatan
masyarakat Masyarakat
dalam politik
Indeks Point 59,95 60,06 61,4 61,40 53,28 86,78 86,78
Pemberdayaan | Meningkatnya Persentase % 17,79 17,93 20,47 20,47 27,62 134,93 134,93
Gender (IDG) | Pemberdayaan Partisipasi
Perempuan dan Perempuan
Perlindungan Anak | dalam
Pembangunan
Cakupan % 0 10 100 100,00 100,00 100,00 100,00
Kabupaten/Kota
Yang Mendapat
Predikat
Kabupaten/Kota
Layak Anak
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Berdasarkan data capaian pada periode tahun 2023, pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan daerah tahun 2023 dapat dideskripsikan sesuai dengan misi
pembangunan daerah sebagai berikut:

MISI PERTAMA: NTB TANGGUH DAN MANTAP
NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan

pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah dengan 2 (dua) tujuan
pembangunan yaitu Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana dengan
indikator kinerja Indeks Risiko Bencana dengan sasaran pembangunan daerah
meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana dengan indikator Indeks
Kapasitas Daerah, serta Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan
Sektor Unggulan dengan indikator kinerja Indeks Aksesibilitas dengan sasaran: (1)
Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar dengan indikator Persentase
Kemantapan jalan; (2) Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar
dengan indikator Persentase @ Kemantapan Sistem Irigasi; dan (3)
Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator Persentase konektivitas
transportasi publik

Grafik 3. 1
Tren Penurunan Indeks Risiko Bencana di NTB

Tren Penurunan Indeks Risiko Bencana di NTB

150,00
145,00
140,00
135,00
130,00
125,00

120,00

115,00 115,90

110,00
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pencapaian pada Misi ini dapat dipenuhi pada indiaktor indeks aksesibilitas sesuai
dengan yang ditargetkan. Adapun indeks risiko bencana belum memenuhi target namun dapat
terus diturunkan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan oleh semakin tangguhnya provinsi

NTB dalam menghadapi bencana yang diindikasikan dengan pencapaian Indeks Risiko
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Bencana yang dapat terus ditekan dari kondisi awal 139,4 poin berhasil diturunkan menjadi

115,90 poin pada tahun 2023. Keberhasilan ini juga didukung oleh semakin meningkatnya

kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana yang diindikasikan semakin meningkatnya

indeks kapasitas daerah dari 0,55 poin tahun 2018 meningkat menjadi 0,72. Disamping itu,
keberhasilan didukung oleh program penanggulangan bencana yang diindikasikan dengan
keberhasilan dalam pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) yang sampai

tahun 2023 mencapai 434 DESTANA atau 100% dari target RPJMD 2019-2023 sebanyak 434

DESTANA serta Sekolah / Madrasah Aman Bencana sampai tahun 2023 telah mencapai 204

sekolah, dan program penanganan bencana dengan Cakupan Penanganan Bencana Daerah

Provinsi mencapai 100%.

Adapun terkait aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan yang
diukur dengan Indeks Aksesibilitas juga mengalami peningkatan yang cukup signifikasi dari
74,6 poin pada tahun 2018 meningkat menjadi 84,72 poin pada tahun 2023. Keberhasilan ini
didukung oleh beberapa aspek yang terus mengalami peningkatan antara lain persentase
konektivitas transportasi publik meningkat dari 74,76% tahun 2018 menjadi 93,14%.
Persentase Kemantapan Sistem Irigasi dari 50,63 tahun 2018 meningkat menjadi 56,87%
tahun 2023, Persentase Kemantapan jalan meningkat dari 83,65 tahun 2018 menjadi 85,02
tahun 2023. Begitu juga halnya dengan akses terhadap air minum meningkat dari 70,48%
tahun 2018 menjadi 83,12%, rasio elektrifikasi dari 993,83% menjadi 99,99%, serta akses
terhadap rumah layak huni meningkat dari 56,75% tahun 2018 menjadi 66,31% Tahun 2023.
Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan program-program prioritas sebagai berikut:

1. Program penyelenggaraan jalan dengan indikator jaringan jalan provinsi dalam
kondisi mantap telah mencapai 84,52%

2. Program pengelolaan sumber daya air (SDA) dengan Persentase Kenaikan Areal
Layanan Irigasi 78,74%.

3. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan (a).
Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik telah mencapai 97,97%;
(b). Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik telah mencapai
100%; (c). Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik mencapai 40%; dan
(d). Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik
mencapai 52,58%.

4. Program pengelolaan pelayaran dengan indikator sarana  dan prasana

transportasi laut dalam kondisi baik telah mencapai 94,43%.
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5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan
indikator cakupan air minum telah mencapai 83,12%

6. Program pengelolaan ketenagalistrikan dengan indikator persentase rumah
tangga pengguna listrik telah mencapai 99,99%

7. Program pengembangan perumahan dengan indikator Persentase rumah
terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi
telah mencapai 80,00% dan Rumah tangga menempati hunian layak telah

mencapai 66,31%

MISI KEDUA: NTB BERSIH DAN MELAYANI
NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas,
berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi dengan tujuan pembangunan terwujudnya
pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel. Indikator kinerja yang dijadikan ukuran
keberhasilannya adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasarannya
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dengan indikator Opini
BPK
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Persentase Kontribusi
PAD terhadap APBD
3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator
Nilai SAKIP
4. Meningkatnya Profesionalisme ASN dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat dengan Indeks Pelayanan
Publik
Pada tahun 2023, pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTB naik pada level
B dengan skor mencapai 68,73 point, jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018 pada
level CC. Meskipun belum dapat memenuhi level yang diharapkan pada kategori BB,
keberhasilan naik pada level B ditandai oleh keberhasilan pada beberapa aspek antara lain
keberhasilan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja keuangan daerah yang diukur
dengan OPINI BPK, sampai tahun 2023 telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang
keduabelas kali secara berturut-turut. Keberhasilan dalam meingkatkan pendapatan asli
daerah yang diukur dengan persentase kontribusi PAD terhadap APBD dari 33,77% tahun
2018 meningkat menjadi 48,32% tahun 2023. Disamping itu semakin meningkatnya
profesionalisme ASN dari 0,66 atau 66% tahun 2018 menjadi 0,77 atau 77% pada tahun

2023, serta semakin meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat berdasarkan nilai
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Indeks Pelayanan Publik, dimana pada saat kondisi Covid-19 sempat mengalami penurunan
pada level 3,56, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 3,97 atau kategori B. keberhasilan
meningkatnya indeks pelayanan public ini didukung oleh terus meningkatnya kualitas
pelayanan public di RSUD Provinsi NTB yang telah mencapai level A dengan indeks 4,56 poin.

Pencapaian pada tujuan dan sasaran misi ini didukung oleh beberapa program prioritas

sebagai berikut:
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Target
Kondisi Kinerja R .
L Target Kinerja P % Tingkat
Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan K'n?”a pgda AT Program Dalam Re_alnsa_13| Capaian FETECEL DECIELT
Akhir Periode Dalam RKPD Tahun 2023 Kinerja Kineria Penanggung Jawab
RPIJMD RPIJMD 1
Tahun 2023
Sasaran1: Opini BPK Status WTP WTP WTP WTP 100,00
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja dan keuangan daerah
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase ketepatan waktu penetapan % 100 100 100 100 100,00 Badan Pengelolaan
KEUANGAN DAERAH APBD/APBDP dan pertanggungjawaban Keuangan dan Aset
pelaksanaan APBD Provinsi Daerah
Persentase ketepatan waktu Evaluasi % 100 100 100 100 100,00
APBD/APBDP dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pengelolaan BMD pada PD yang % 75 75 75 86,00 114,67 Badan Pengelolaan
BARANG MILIK DAERAH akurat dan akuntabel Keuangan dan Aset
Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil % 90 90 90 179,00 198,89 INSPEKTORAT
PENGAWASAN Pengawasan pada PD
Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat % 48,89 48,89 4 5 115,25
Daerah
PROGRAM PERUMUSAN Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk % 7,55 7,55 INSPEKTORAT
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN SPIP
DAN ASISTENSI Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat % 97 97 84 33,33 39,68
tepat waktu
TINGKAT CAPAIAN PROGRAM 11141
Sasaran 2: Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD % 38,65 38,65 38,65
Meningkatnya Pendapatan Asli 48,32 125,02
Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN Derajat Desentralisasi Fiskal % 38,44 38,44 48,69 48,32 64,00 Badan Pengelolaan
KEUANGAN DAERAH Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah % 54,03 54,03 59,55 57,54 94,32 Badan Pengelolaan
PENDAPATAN DAERAH (diluar DAK) Pendapatan Daerah
79,16

TINGKAT CAPAIAN PROGRAM
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Target
Kondisi Kinerja - .
L Target Kinerja P % Tingkat
Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan K'n?”a p?da AT Program Dalam Re_ahsa_15| Capaian FETECEL DECIELT
Akhir Periode Dalam RKPD Tahun 2023 Kinerja Kineria Penanggung Jawab
RPIJMD RPJMD 1
Tahun 2023
Sasaran 3: Nilai SAKIP Kategori A (80,01 - A (80,01 - A (80,01 - 90,00) BB 91,24
Meningkatnya Kualitas 90,00) 90,00)
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
PROGRAM PERENCANAAN, Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam % 100 100 100 100 100,00 Badan Perencanaan
PENGENDALIAN DAN Perencanaan Pembangunan Pembangunan, Penelitian
EVALUASI PEMBANGUNAN dan Pengembangan
DAERAH Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat % 100 100 100 100 100,00 Badan Perencanaan
SINKRONISASI PERENCANAAN | Daerah dengan RKPD Pembangunan, Penelitian
PEMBANGUNAN DAERAH dan Pengembangan
Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN | Persentase PD yang Meningkat Nilai % 100 100 70 100,00 142,86 INSPEKTORAT
PENGAWASAN Implementasi SAKIP-nya
PROGRAM PERUMUSAN Persentase PD vang menerapkan ZI menuiu % 26,66 26,66 62,5 62,50 100,00 INSPEKTORAT
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN | (2ol e - o Yang P I
DAN ASISTENSI
PROGRAM PENATAAN Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik % 100 100 100,00 100,00 Biro Organisasi
ORGANISASI Meningkat
PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase penyelesaian kebijakan administrasi % 100 100 100 100,00 100,00 Biro Pemerintahan
DAN OTONOMI DAERAH pemerintahan umum dan pengembangan otonomi
daerah
TINGKAT CAPAIAN PROGRAM 107,14
Sasaran 4: Indeks Profesionalisme ASN Point 0,72 0,72 0,72 0,77 106,94
Meningkatnya Profesionalisme
ASN
PROGRAM KEPEGAWAIAN Nilai Aspek Sistem Informasi Nilai 19 19 19 19 100 Badan Kepegawaian
DAERAH Daerah
Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan 80 80 80 80 100
Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan 135 115 115 115 100
Mutasi
Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, 136 134 134 134 100
Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan
Pelayanan
Nilai Aspek Sistem Informasi 19 19 19 19 100
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Target
Kondisi Kinerja R .
L Target Kinerja P % Tingkat
Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Al p_ada P Program Dalam Re_alnsa_13| Capaian RN DECIEY
Akhir Periode Dalam RKPD Tahun 2023 Kinerja Kineria Penanggung Jawab
RPIJMD RPJMD 1
Tahun 2023
PENGEMBANGAN SUMBER Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi % 0,10 0,10 0,10 0,09 92,76 Badan Pengembangan
DAYA MANUSIA Manajerial Sumber Daya Manusia
Persentase ASN bersertifikat Kompetensi % 0,04 0,04 0,04 0,11 293,92
Fungsional
Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis % 0,15 0,15 0,15 0,07 48,10
Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi % 0,62 0,62 0,62 - -
TINGKAT CAPAIAN PROGRAM 103,86
Sasaran 5: Indeks Pelayanan Publik Point 4,55 4,55 4,55 3,97 87,25
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
kepada masyarakat
PROGRAM PENDAFTARAN Persentase pendududk yang memiliki KTP-el per- % 98,90 98,90 98,9 99 100,26 DPMPD DUkcapil
PENDUDUK satuan penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan % 100 100 100 100 100,00 DPMPD DUkcapil
Bidang Catatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pengelolaan informasi administrasi % 100 100 100 100 100,00 DPMPD DUKcapil
INFORMASI ADMINISTRASI kependudukan tingkat kab/kota
KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENINGKATAN Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada % 25 25 25 36 145,04 DPMPD DUkcapil
KERJASAMA DESA kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir
PROGRAM PENGELOLAAN Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan % 80 80 80 100 125,00 Dinas Komunikasi,
INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik Informatika dan Statistik
PUBLIK (%)
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Layanan Berbasis TIK (%) % 65 65 65 70 107,40 Dinas Komunikasi,
APLIKASI INFORMATIKA Informatika dan Statistik
PROGRAM Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%) % 30 30 30 100 333,33 Dinas Komunikasi,
PENYELENGGARAAN Informatika dan Statistik
STATISTIK SEKTORAL
PROGRAM Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk % 50 50 50 75 150,00 Dinas Komunikasi,
PENYELENGGARAAN Pengamanan Informatika dan Statistik
PERSANDIAN UNTUK Informasi pada Perangkat Daerah (%)
PENGAMANAN INFORMASI
PROGRAM PERENCANAAN Persentase kab/ kota yang menyusun rencana % 90 90 90 90 100,00 Dinas Tenaga Kerja dan
TENAGA KERJA tenaga kerja Transmigrasi
PROGRAM PEMBINAAN Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan % 100 100 100 100 100,00 Dinas Perpustakaan dan
PERPUSTAKAAN Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr % 100 100 100 98 98,17 Dinas Perpustakaan dan
KOLEKSI NASIONAL DAN Dan Naskah Kuno Milik Daerah Kearsipan
NASKAH KUNO
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Target
Kondisi Kinerja R .
L Target Kinerja P % Tingkat
Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan K'n?”a pgda AT Program Dalam Re_alnsa_13| Capaian FETECEL DECIELT
Akhir Periode Dalam RKPD Tahun 2023 Kinerja Kineria Penanggung Jawab
RPIMD RPIMD 1
Tahun 2023
PROGRAM PELAYANAN Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan Orang 43.000 43.000 43.000 48.497 112,78 Badan Penghubung
PENGHUBUNG NTB TMII (orang) Daerah
TINGKAT CAPAIAN PROGRAM 131,00
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN SELURUH PROGRAM 106,52
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Secara umum, pelaksanaan program prioritas untuk pencapaian tujuan pembangunan
terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel sangat tinggi mencapai
106,52%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian program pada beberapa sasaran
pembangunan diatas 100% diantaranya program yang mendukung peningkatan
akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, program yang mendukung peningkatan
kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, program yang mendukung
peningkatan profesionalisme asn, serta program yang mendukung peningkatan

kualitas pelayanan kepada masyarakat.

MISI KETIGA: NTB SEHAT DAN CERDAS

NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai
pondasi daya saing daerah dengan 2 (dua) tujuan pembangunan vyaitu terwujudnya
pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing yang diukur dengan indikator kinerja
Indeks Kesehatan dengan sasaran: (1) Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat
dengan indikator Angka Harapan Hidup dan Persentase Balita Stunting; (2) Meningkatnya
kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata
rata Lama Sekolah.

Pencapaian misi ini sesuai dengan target pemerintah daerah yang ditunjukan dengan
naiknya level Indeks Pembangunan Manusia di NTB dari level sedang ke level tinggi pada
tahun 2023 atau dari 67,30 poin tahun 2018 menjadi 72,37 poin tahun 2023. Keberhasilan ini
didukung oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan dan
gizi masyarakat serta kualitas dan jangkauan layanan pendidikan. Hasil ini diindikasikan
dengan meningkatnya angka harapan hidup penduduk NTB dari 65,75 tahun pada tahun 2018
menjadi 72,02 tahun pada tahun 2023. Prevalensi stunting menurun sangat signifikan dari
33,40% menjadi 13,49% pada tahun 2023. Pada bidang Pendidikan, semakin meningkatnya
rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dimana pada tahun 2018 sebesar 6,93
Tahun dan 13,46 Tahun meningkat menjadi 7,74 Tahun dan 13,97 Tahun pada Tahun 2023.
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Grafik 3. 2
Trend Perkembangan dan Penurunan Stunting Provinsi NTB Lima Tahun Terakhir
(Tahun 2019 sd Update September Tahun 2023)

Trend Perkembangan dan Penurunan Stunting Provinsi NTB Lima Tahun Terakhir
(Tahun 2019 sd Update September Tahun 2023)
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Pencapaian pada tujuan dan sasaran misi ini didukung oleh beberapa program prioritas
sebagai berikut:
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Dalam

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Sl Tl (tujuan/impact/ outcome) Satuan RKPD Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
Tahun 2023
Target Rp. (Juta) Rp. (Juta) Kinerja % Keu % Kinerja

Sasaran 1: Angka Harapan Hidup Tahun 67,48
Meningkatnya derajat kesehatan 72,02 106,73
dan gizi masyarakat
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase fasilitas kesehatan % 93,83 #DIV/0! Dinas Kesehatan
KESEHATAN PERORANGAN DAN yang terakreditasi 104.414 97.970
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Pesentase ketersediaan obat %

dan perbekalan kesehatan 97 100,00 103,09

Persentase RS yang memenuhi %

sarana prasarana dan alat 75 76,19 101,59

kesehatan yzng sesuai standar

Pesentase pelayanan %

kesehatan bagi orang yang 100 100 100,00

terdampak dan beresiko pada

situasi KLB

Persentase kab/kota %

melaksanakan layanan 100 100 100,00

penyakit menular dan tidak

menular sesuai standar

minimal 80%

Persentase Kualitas Lingkungan %

yang memenuhi syarat sesuai 100 100 100,00

standar

Persentase fasilitas pelayanan %

kesehatan yang menggunakan 100 100 100,00

obat rasional
PROGRAM PENINGKATAN Persentase SDM Kesehatan % 87,16 Dinas Kesehatan
KAPASITAS SUMBER DAYA yang ditingkatkan kapasitasnya 2,50 2.110 1.839 3 108,40
MANUSIA KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, Persentase Sarana kefarmasian % 94,69 Dinas Kesehatan
ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN dan alat kesehatan yang 95,00 100 94,90 100,00 105,26
MINUMAN memenubhi syarat (Persen)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase SPM yang % 99,39 Rumah Sakit Umum
KESEHATAN PERORANGAN DAN mencapai target 90,00 14.967 14.877 90,00 100,00 Daerah
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Dalam

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Sasaran/Program (tujuan/impact/ outcome) Satuan RKPD Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
Tahun 2023
Target Rp. (Juta) Rp. (Juta) Kinerja % Keu % Kinerja
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase SPM yang % 99,68 Rumah Sakit Jiwa
KESEHATAN PERORANGAN DAN mencapai target 85,00 5.200 5.183 80,16 94,31 Mutiara Sukma
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Capaian elemen %
akreditasi sesuai standar 80,00 80 100,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase SPM yang % 96,64 Rumah Sakit H. L.
KESEHATAN PERORANGAN DAN mencapai target 85,00 28.701 27.737 80,16 94,31 Manambai Abdulkadir
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran 1: Persentase Balita Stunting % 30,49
Meningkatnya derajat kesehatan 13,49 155,76
dan gizi masyarakat
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase balita Wasting % 12,41 93,83 Dinas Kesehatan
KESEHATAN PERORANGAN DAN 104.414 97.970 5,75 46,33
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Kab/Kota yang % 100 89,48 Dinas Kesehatan
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN melaksanakan Germas (Persen) 264 236 100,00 100,00
Sasaran 1: Harapan Lama Sekolah Tahun 13,79
Meningkatnya kualitas dan 13,97 101,31
jangkauan layanan pendidikan Rata rata Lama Sekolah Tahun 7,07
7,74 109,48
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Angka Partisipasi % 39,67 Dinas Pendidikan dan
PENDIDIKAN Kasar (APK) 100,0 584.689 231.924 115,78 115,78 Kebudayaan
SMA/SMK/MA/Paket C
Persentase Angka Partisipasi %
Murni (APM) 98,1 98,50 100,41
SMA/SMK/MA/Paket C
Persen Angka Pastisipasi %
Sekolah (APS) Pendidikan 98,6 98,55 100,00
Menengah
Persen Angka Partisipasi Kasar %
(APK) SLB 86,9 87,74 101,02
Rasio ketersediaan ruang kelas %
/ penduduk usia sekolah 1,0 1,09 109,00
pendidikan menengah
Ratio Guru terhadap Murid %
Pendidikan Menengah, 18,0 10,00 180,00
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Dalam

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

SR G RE (tujuan/impact/ outcome) L] RKPD Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
Tahun 2023
Target Rp. (Juta) Rp. (Juta) Kinerja % Keu % Kinerja

Rasio Guru terhadap Murid per %

kelas rata-rata untuk SLB, 12,0 5,00 240,00
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Pengembangan % Dinas Pendidikan dan
KURIKULUM Kurikulum Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA Persentase Guru SMA/SMALB % 96 Dinas Pendidikan dan
KEPENDIDIKAN yang memenuhi Kualifikasi 51.146 50.781 91,70 99,29 95,52 Kebudayaan

S1/DIV

Persentase Guru SMK yang %

memenuhi Kualifikasi S1/DIV 96 91,40 95,21

Persentase Kepala Sekolah %

bersertifikat 100 100,00 100,00

Persentase Pengawas Sekolah %

bersertifikat 100 100,00 100,00

Nilai Uji Kompetensi Guru

(UKG)
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Pengendalian % - - - Dinas Pendidikan dan
PERIZINAN PENDIDIKAN Perizinan Pendidikan - - Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase bahasa dan sastra % - - Dinas Pendidikan dan
BAHASA DAN SASTRA yang dikembangkan - - - Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN Presentase Pembinaan % 15 95,10 Dinas Pemuda dan
KAPASITAS DAYA SAING Pemuda Berprestasi 3.521 3.349 15,00 100,00 Olahraga
KEPEMUDAAN

Persentase Pemuda Peserta % 100 - -

Pelatihan Yang Bersertifikat 100,00 100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA | Presentase Pembinaan Altlet % 45 98,85 Dinas Pemuda dan
SAING KEOLAHRAGAAN Berprestasi 22.154 21.900 140,00 311,11 Olahraga
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MISI KEEMPAT: NTB ASRI DAN LESTARI

NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang
berkelanjutan dengan tujuan pembangunan daerah terwujudnya lingkungan hidup dan
pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan yang diukur dengan indikator
kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Neraca pengelolaan sampah.

Kualitas lingkungan hidup di NTB terus mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan
semakin meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup seperti
peningkatan kualitas air dari kondisi awal sebesar 20,25 meningkat menjadi 47,78 poin tahun
2023, kualitas udara juga mengalami peningkatan dr kondisi awal 88,02 menjadi 90,21 poin
tahun 2023. Begitu juga halnya kualitas air laut terus meningkat menjadi 82,88 tahun 2023
dan kualitas tutupan lahan dari 61,27 poin meningkat menjadi 66,60.

Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup ini juga didukung dengan
semakin membaiknya pengelolaan persampahan. Sampai tahun 2023, pengelolaan
persampahan di NTB mencapai 65,29% terdiri atas penanganan sampah telah mencapai
49,64%, sedangkan pengurangan sampah mencapai 15,65%.

Pencapaian pada tujuan dan sasaran misi ini didukung oleh beberapa program prioritas
sebagai berikut:
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Dalam

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

0,
Sas3ran/Program (tujuan/impact/ outcome) Satuan RKPD Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
Tahun 2023
Target Rp. (Juta) Rp. (Juta) Kinerja % Keu % Kinerja

Sasaran 1: Indeks Kualitas Air Point 43,03
Meningkatnya Kualitas, Daya 47,78 111,04
Dukung dan Daya Tampung Indeks Kualitas Udara Point 87,59
Lingkungan Hidup 90,21 102,99

Indeks Kualitas Air Laut Point 71,48

82,88 115,95

Persentase dokumen % 100,00 79,63 Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PERENCANAAN perencanaan lingkungan 498 397 100,00 100,00 dan Kehutanan
LINGKUNGAN HIDUP hidup yang tersusun
PROGRAM PENGENDALIAN Cakupan lokasi yang lokasi 10 99,36 Dinas Lingkungan Hidup
PENCEMARAN DAN/ATAU dikendalikan pencemaran dan 675 671 10,00 100,00 dan Kehutanan
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP kerusakannya
PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan taman kehati lokasi 1 98,29 Dinas Lingkungan Hidup
KEANEKARAGAMAN HAYATI Pulau Lombok dan Pulau 49 48 1,00 100,00 dan Kehutanan
(KEHATI) Sumbawa
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN Jumlah unit usaha yang unit 10 97,44 Dinas Lingkungan Hidup
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) dikendalikan pengelolaan B3 34 34 71,00 710,00 dan Kehutanan
DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan limbah B3 nya
DAN BERACUN (LIMBAH B3)
PROGRAM PEMBINAAN DAN Jumlah pelaku usaha dan/atau usaha/ 60 93,27 Dinas Lingkungan Hidup
PENGAWASAN TERHADAP IZIN kegiatan yang taat terhadap kegiatan 75 70 163,00 271,67 dan Kehutanan
LINGKUNGAN DAN IZIN dokumen lingkungan
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya kapasitas % 10 87,96 Dinas Lingkungan Hidup
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN sekolah peduli lingkungan 150 132 7,69 76,90 dan Kehutanan
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT
PROGRAM PENGHARGAAN Meningkatnya kapasitas kelompok - - Dinas Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK kelompok masyarakat - - - dan Kehutanan
MASYARAKAT
PROGRAM PENANGANAN Jumlah Penanganan Pengaduan 20 92,04 Dinas Lingkungan Hidup
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Pengaduan Lingkungan Hidup 75 69 4,00 20,00 dan Kehutanan
Sasaran 1: Indeks Kualitas Tutupan Point 69,70
Meningkatnya Kualitas, Daya Lahan 66,60 95,55
Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Dalam

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Sas3ran/Program (tujuan/impact/ outcome) Satuan RKPD Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
Tahun 2023
Target Rp. (Juta) Rp. (Juta) Kinerja % Keu % Kinerja
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Prosentase luas kawasan % 41 90,03 Dinas Lingkungan Hidup
hutan yang dilindungi 5.969 5.374 41,00 100,00 dan Kehutanan
Peningkatan presentase % 10 - Dinas Lingkungan Hidup
kawasan hutan yang di kelola 18,17 181,70 dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER Cakupan kawasan konservasi ha 30.503 99,52 Dinas Lingkungan Hidup
DAYA ALAM HAYATI DAN kewenangan provinsi yang 397 395 32.518,92 106,61 dan Kehutanan
EKOSISTEMNYA terlindungi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN Persentase KTH yang % 5,49 99,66 Dinas Lingkungan Hidup
PELATIHAN, PENYULUHAN DAN meningkat kelasnya 493 491 9,46 172,31 dan Kehutanan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
BIDANG KEHUTANAN
PROGRAM PENGELOLAAN Peningkatan fungsi dan daya DAS 32,00 94,94 Dinas Lingkungan Hidup
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) dukung wilayah DAS prioritas 150 142 50,00 156,25 dan Kehutanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Kesesuaian % 0,00 - 91,71 Dinas Pekerjaan Umum
PENATAAN RUANG Pemanfaatan Ruang 500 459 dan Penataan Ruang
Sasaran 2: Persentase Penanganan % 70,00
Meningkatnya Pengelolaan Sampah 49,64 70,91
Persampahan
Persentase Pengurangan % 30,00
Sampah 15,65 52,17
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pengelolaan % 100 83,77 Dinas Lingkungan Hidup
PERSAMPAHAN sampah 9.881 8.277 65,31 65,31 dan Kehutanan
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MISI KELIMA: NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI

NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi
kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan
industrialisasi dengan 4 (empat) tujuan pembangunan yaitu terwujudnya pertumbuhan
agribisnis dan investasi yang berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Daya Beli,
terwujudnya penanggulangan kemiskinan dengan indikator kinerja Tingkat Kemiskinan,
terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan dengan indikator kinerja Pertumbuhan sektor
kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), serta terwujudnya perindustrian
yang unggul dengan indikator kinerja Pertumbuhan Industri.

Sampai dengan tahun 2023, pencapaian pada misi ini terus mengalami kemajuan
meskipun blm sesuai dengan target yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari progress
peningkatan indeks daya beli masyarakat yang terus tumbuh positif dari 65,76 poin pada
tahun 2018 meningkat menjadi 73,31 poin pada tahun 2023. Peningkatan daya beli
masyarakat ini didukung oleh meningkatnya nilai investasi di NTB dalam 5 tahun terakhir
mencapai Rp.98 triliun, jauh melampui dari target RPJMD 2019-2023 sebesar Rp.68,2 triliun.
Sementara dari sisi produksi, semakin meningkatnya kontribusi sektor pertanian sebagai
sector basis perekonomian di NTB yang telah mencapai 26,15% (tanpa tambang).

Grafik 3. 3
Perkembangan Indeks Daya Beli Masyarakat di NTB periode 2017-2023

Perkembangan Indeks Daya Beli Masyarakat di NTB
periode 2017-2023
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Dalam hal penanggulangan kemiskinan, meskipun tingkat kemiskinan di NTB mengalami
fluaktuasi dan belum sesuai yang ditargetkan akibat adanya bencana gempa dan bencana
covid-19 serta adanya kebijakan kenaikan BBM, namun dalam 5 tahun terakhir pemerintah
provinsi NTB telah berhasil mengurangi angka kemiskinan 0,78% dari kondisi awal pada tahun
2018 sebesar 14,63% menjadi 13,85% pada tahun 2023, serta mampu mengurangi
kemiskinan ekstrem sebesar 0,65% sehingga masih tersisa 2,64% dan diharapkan menuju
nol persen pada tahun 2024 sesuai dengan target pemerinta pusat. Keberhasilan dalam
mengurangi kemiskinan ini dengan menerapkan 3 (tiga) strategi kebijakan vyaitu
penguarangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan
kantong-kantong kemiskinan. Berdasarkan ketiga strategi tersebut, upaya yang telah
dilakukan yaitu menjamin ketersediaan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin,
meningkatkan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, penemuhan pelayanan dasar
bagi penduduk miskin dengan peningkatan cakupan Air Minum, peningkatan cakupan rumah
tangga dengan akses sanitasi layak dan peningkatan akses listrik, serta menjaga stabilitas
harga kebutuhan pokok.

Sementara itu, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang inklusif melalui peningkatan daya saing pariwisata dan industri terus mengalami
kemajuan yang cukup signifikan, hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan dari kedua sector
tersebut, dimana pada tahun 2018 pertumbuhan sektor kepariwisataan mengalami kontraksi
sebesar 4,59%, dan terus tumbuh positif menjadi 8,97% tahun 2023, sedangkan
pertumbuhan sektor industri sebesar 2 % tahun 2018 meningkat menjadi 9,02% pada tahun
2023. Keberhasilan mendorong pertumbuhan pada kedua sektor tersebut didukung oleh
upaya untuk meningkatkan nilai tambah pada kedua sektor tersebut dengan terus
mengembangkan destinasi pariwisata melalui pembentukan desa-desa wisata serta
mendorong semangat industrialisasi. Nilai tambah PDRB sektor kepariwisataan yang diukur
dengan pendekataan sektor penyediaan akomodasi makan minum pada tahun 2018 sebesar
Rp.76,13 miliar meningkat menjadi Rp. 128,10 miliar pada tahun 2023, sedangkan di sektor
industri olahan dari Rp. 56,23 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp. 113,70 miliar pada tahun
2023.

Pencapaian pada tujuan dan sasaran misi ini didukung oleh beberapa program prioritas
sebagai berikut:
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Dalam

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Sasaran/Rrogtam (tujuan/impact/ outcome) Satuan RKPD Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
Tahun 2023
Target Rp. (Juta) Rp. (Juta) Kinerja % Keu % Kinerja
Sasaran 1: Nilai Realisasi Investasi Rp. 17.814
Meningkatnya Investasi, kerjasama Milyar 39.896,00 223,96
pemerintah dan badan usaha, serta
kemudahan perizinan
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Perentase Peningkatan Minat Persen 10 96,45 Dinas Penanaman Modal
PENANAMAN MODAL Investasi 245 236 10,00 100,00 dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN Persentase Cakupan Promosi Persen 80,00 99,87 Dinas Penanaman Modal
MODAL Penanaman Modal 150 150 80,00 100,00 dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Persentase Capaian Layanan Persen 93 98,63 Dinas Penanaman Modal
PROGRAM PELAYANAN Perizinan dan Non Perizinan 6 6 100,00 107,53 dan Pelayanan Terpadu
PENANAMAN MODAL Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN Rasio Realisasi Investasi Persen 60 91,83 Dinas Penanaman Modal
PELAKSANAAN PENANAMAN dengan Target Daerah 749 688 278,57 464,29 dan Pelayanan Terpadu
MODAL Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA Persentase Cakupan Data dan Persen 100 - Dinas Penanaman Modal
DAN SISTEM INFORMASI Informasi Perizinan dan Non 100,00 100,00 dan Pelayanan Terpadu
PENANAMAN MODAL Perizinan Penanaman Modal Satu Pintu
yang Terintegrasi
Sasaran 2: Kontribusi PDRB sektor % 23,88
Meningkatnya Kontribusi Sektor pertanian, perikanan & 26,15 109,51
Pertanian dalam Arti Luas kehutanan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pertumbuhan Populasi Ternak % 91 62,88 Dinas Peternakan dan
PENGEMBANGAN SARANA 39.628 24.916 1,00 10,99 Kesehatan Hewan
PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Cakupan Produksi Hasil Ternak % 100 0,00 Dinas Peternakan dan
PENGEMBANGAN PRASARANA yang dipasarkan 30 100,00 100,00 Kesehatan Hewan
PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN PERSENTASE PENURUNAN % <1 <1 83,84 Dinas Peternakan dan
KESEHATAN HEWAN DAN TERNAK YANG TERINFEKSI 593 497 100,00 Kesehatan Hewan
KESEHATAN MASYARAKAT PHMS
VETERINER
PROGRAM PENYULUHAN Persentase Kelompok Ternak % 100 97,44 Dinas Peternakan dan
PERTANIAN Berbasis Korporasi 1.287 1.254 100,00 100,00 Kesehatan Hewan
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Dalam

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Sasaran/Program (tujuan/impact/ outcome) Satuan RKPD Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
Tahun 2023
Target Rp. (Juta) Rp. (Juta) Kinerja % Keu % Kinerja

PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase Fasilitasi Sarana % 12,23 13,25 90,77 Dinas Pertanian dan
PENGEMBANGAN SARANA Pertanian 12.531 11.374 108,34 Perkebunan
PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase Fasilitasi Prasarana % 10 96,75 Dinas Pertanian dan
PENGEMBANGAN PRASARANA Pertanian 138.562 134.056 23,14 231,40 Perkebunan
PERTANIAN

Pengembangan industrialisasi Unit/ 2 - -

pertanian paket 2,00 100,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN Persentase Luas Pertanaman % 96,5 99,82 Dinas Pertanian dan
PENANGGULANGAN BENCANA Yang Aman dari serangan OPT 33 32 98,02 101,58 Perkebunan
PERTANIAN dan DPI
PROGRAM PENYULUHAN Persentase kelompok tani yang % 5 99,72 Dinas Pertanian dan
PERTANIAN meningkat skor kelas 484 483 5,32 106,40 Perkebunan

kelompok
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Peningkatan presentase % 41 90,03 Dinas Lingkungan Hidup

kawasan hutan yang di kelola 5.969 5.374 41,00 100,00 dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Luas Wilayah Laut % 4,51 95,91 Dinas Kelautan dan
KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- dan Pesisir yang dikelola sesuai 4.459 4.277 6,28 139,25 Perikanan
PULAU KECIL dengan peraturan

perundangan yang berlaku
PROGRAM PENGELOLAAN Produksi Perikanan Tangkap Ton 94,04 Dinas Kelautan dan
PERIKANAN TANGKAP 256.572 24.483 23.022 254.232,78 99,09 Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN Produksi Perikanan Budidaya Ton 97,08 Dinas Kelautan dan
PERIKANAN BUDIDAYA 963.985 4.350 4.223 973.529,10 100,99 Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN Persentase kepatuhan pelaku % 99,93 99,90 Dinas Kelautan dan
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN usaha KP terhadap peraturan 1.396 1.395 100,00 100,07 Perikanan
PERIKANAN perundang-undangan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN Produksi olahan hasil Ton 170.955 99,15 Dinas Kelautan dan
PEMASARAN HASIL PERIKANAN perikanan 214 212 169.160,12 98,95 Perikanan
Sasaran 1: Cakupan penduduk miskin % 100
Meningkatnya jaminan kesehatan yang mendapatkan jaminan 100,00 100,00
dan sosial bagi penduduk miskin Sosial dan Kesehatan (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase fasilitas kesehatan % 85 Dinas Kesehatan
KESEHATAN PERORANGAN DAN yang terakreditasi 96,10 113,06
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Dalam

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Sasaran/Rrogtam (tujuan/impact/ outcome) Satuan RKPD Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
Tahun 2023
Target Rp. (Juta) Rp. (Juta) Kinerja % Keu % Kinerja
PROGRAM PENANGANAN WARGA Persentase PMB (pekerja % 100 Dinas Sosial
NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK migran bermasalah) dan 462 338 76,38 73,14 76,38
KEKERASAN Korban Tindak Kekerasan
tertangani
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang % 100 Dinas Sosial
Masalah Kesejahteraan Sosial 12.756 13.089 100,00 102,61 100,00
(PMKS) yang tertangani
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase Penduduk Miskin % Dinas Sosial
JAMINAN SOSIAL yang mendapatkan 100,00 8.548 18.017 100,00 210,78 100,00
perlindungan dan jaminan
sosial
Sasaran 2: Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 87,20
Meningkatnya ketahanan dan Konsumsi 94,70 108,60
keragaman konsumsi pangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Persentase Lumbung Pangan % 86,62 - - 86,62
Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan yang termanfaatkan 100,00 | Dinas Ketahanan Pangan
Kemandirian Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Persentase Ketersediaan % 100 100 98,27
dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pasokan Pangan Pokok 891 876 100,00 | Dinas Ketahanan Pangan
Strategis
Program Penanganan Kerawanan Prevalensi Ketidakcukupan % 3,77 99,67
Pangan Konsumsi Pangan (Prevalence 100 100 2,17 142,44 | Dinas Ketahanan Pangan
of Undernourishment/PoU)
Program Pengawasan Keamanan Persentase pangan segar yang % 90,00 95,02
Pangan memenubhi syarat keamanan 140 133 84,00 93,33 Dinas Ketahanan Pangan
pangan (%)
Sasaran 3: Cakupan Air Minum % 80,59
Terpenuhinya pelayanan dasar bagi 83,12 103,14
penduduk miskin
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Cakupan air minum % 80,59 99,47 Dinas Pekerjaan Umum
PENGEMBANGAN SISTEM 2.371 2.358 83,12 103,14 dan Penataan Ruang
PENYEDIAAN AIR MINUM
Sasaran 4: Proporsi rumah tangga % 82,46
Terpenuhinya pelayanan dasar bagi | dengan akses sanitasi layak 83,12 100,80
penduduk miskin
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Dalam

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

RKPD Tahun 2023 (%,
SEEET G REL (tujuan/impact/ outcome) L] (%) Penanggung Jawab
Tahun 2023
Target Rp. (Juta) Rp. (Juta) Kinerja % Keu % Kinerja

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase kualitas lingkungan % 70 93,83 Dinas Kesehatan
KESEHATAN PERORANGAN DAN yang memenuhi syarat sesuai 104.414 97.970 90,00 128,57
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT standar
PROGRAM PENINGKATAN Luas kawasan permukiman Ha Dinas Perumahan dan
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS | yang berkualitas 94,11 418.094 256.389 94,16 61,32 100,05 Permukiman
UMUM (PSU)
Sasaran 4: Rasio Elektrifikasi % 99,99
Terpenuhinya pelayanan dasar bagi 99,99 100,00
penduduk miskin
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI Prosentase Energi Terbarukan % 5,57 5,57 Dinas Energi dan Sumber
TERBARUKAN Dalam Pembangkit Listrik 152 146 95,88 100,00 Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Rumah Tangga % 99,99 99,99 Dinas Energi dan Sumber
KETENAGALISTRIKAN Pengguna Listrik 216 212 97,99 100,00 Daya Mineral
Sasaran 4: Cakupan Rumah Layak Huni % 68,95
Terpenuhinya pelayanan dasar bagi | (RLH) 66,31 96,17
penduduk miskin
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase rumah terdampak % 100 Dinas Perumahan dan
PERUMAHAN bencana dan direlokasi yang 438 349 80,00 79,75 80,00 Permukiman

telah direhabilitasi dan

direkonstruksi

Rumah tangga menempati %

hunian layak
Sasaran5: Inflasi % 3,0-4,0
Terjaganya stabilitas harga 3,02 100,67
kebutuhan pokok
PROGRAM PERIZINAN DAN Cakupan Pengawas % 80 83,26 Dinas Perdagangan
PENDAFTARAN PERUSAHAAN an Legalitas/ Perizinan Bahan 170 142 80,00 100,00

Berbahaya, Minuman

Beralkohol dan Barang Pokok

Penting
PROGRAM STABILISASI HARGA Persentase Stabilitas Harga % 4 95,76 Dinas Perdagangan
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN Barang Kebutuhan Pokok 741 709 2,00 50,00
BARANG PENTING
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Pertumbuhan Nilai % 5 89,76 Dinas Perdagangan
EKSPOR Ekspor Non Tambang 300 269 20,71 414,20
PROGRAM STANDARDISASI DAN Cakupan Penyelesaian % 90 96,93 Dinas Perdagangan
PERLINDUNGAN KONSUMEN Sengketa 1.566 1.517 82,98 92,20
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Dalam

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Sasaran/Rrogtam (tujuan/impact/ outcome) Satuan RKPD Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
Tahun 2023
Target Rp. (Juta) Rp. (Juta) Kinerja % Keu % Kinerja

PROGRAM PENGGUNAAN DAN Persentase Fasilitasi % 100 93,45 Dinas Perdagangan
PEMASARAN PRODUK DALAM Peningkatan Kapasitas 5.017 4.688 100,00 100,00
NEGERI Pemasaran Kelompok UKM
Sasaran 6: Pengeluaran per kapita Rp.000 11.944
Meningkatnya kemampuan (Rp.000) 11.095,00 92,89
masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan hidup
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Cakupan Fasilitasi Penyediaan % 100 3739,5625 98,99 Dinas Perdagangan
DISTRIBUSI PERDAGANGAN Sarana Distribusi Perdagangan 3.701,71 100,00 100,00
Sasaran 1: Pertambahan Nilai PDRB Rp. 137,24
Meningkatnya daya saing sektor yang terkait Milyar 128,10 93,34
pariwisata kepariwisataan (Penyediaan

Akomodasi dan Makan

Minum) (Rp. Miliar)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA Persentase desa wisata yang % 100 37,92 Dinas Pariwisata
TARIK DESTINASI PARIWISATA dikembangkan 7.051 2.674 94,95 94,95

Persentase Geosite yang % 50 - -

tertata 0,06 0,12
PROGRAM PEMASARAN Efektifitas promosi di dalam orang 88,99 Dinas Pariwisata
PARIWISATA meningkatkan angka 2000.000 3.885 3.457 2.119.927 106,00

kunjungan wisatawan
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase HaKl yang telah % 40,21 99,29 Dinas Pariwisata
EKONOM I KREATIF MELALUI memberikan kontribusi dalam 4.088 4.059 43,60 108,43
PEMANFAATAN DAN pertambahan nilai ekonomi
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN kreatif
INTELEKTUAL
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase SDM penunjang % 75 99,19 Dinas Pariwisata
SUMBER DAYA PARIWISATA DAN layanan pariwisata yang 129 128 83,30 111,07
EKONOMI KREATIF memenuhi standar
Sasaran 1: Pertambahan Nilai PDRB Rp. 179,91
Meningkatnya daya saing industri sektor Industri Pengolahan Milyar 113,70 63,20

(Rp. Miliar)
PROGRAM PERENCANAAN DAN Persentase Kesesuaian % 100 94,66 Dinas Perindustrian
PEMBANGUNAN INDUSTRI Dokumen Perencanaan 5.367 5.081 40,00 40,00

Pembangunan Industri Provinsi
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN Persentase IKM yang % 3,55 63,23 Dinas Perindustrian
USAHA INDUSTRI Meningkat dari Kecil ke 240 152 4,84 136,34

Menengah

BAPPEDA Provinsi NTB

37




Evaluasi Pelaksanaan RO Provinsi NTE Triwulan IV Tahun 2073

Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Dalam

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Sasaran/Rrogtam (tujuan/impact/ outcome) Satuan RKPD Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
Tahun 2023
Target Rp. (Juta) Rp. (Juta) Kinerja % Keu % Kinerja

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Cakupan Database IKM Se-NTB % 1 86,76 Dinas Perindustrian

INFORMASI INDUSTRI NASIONAL dalam Sistem Informasi 170 147 0,62 62,00
Industri Nasional

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA Proporsi usaha kecil yang % 6,71 72,92 Dinas Koperasi Usaha

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN diperkuat menjadi wirausaha 279 203 6,71 100,00 Kecil dan Menengah

USAHA MIKRO (UMKM)

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Proporsi usaha kecil yang % 56,75 82,47 Dinas Koperasi Usaha
Ditingkatkan manajemen dan 763 629 56,75 100,00 Kecil dan Menengah
kapasitas usahanya

PROGRAM PENGEMBANGAN Presentase Pembinaan % 15 95,10 Dinas Pemuda dan

KAPASITAS DAYA SAING Pemuda Berprestasi 3.521 3.349 15,00 100,00 Olahraga

KEPEMUDAAN
Persentase Pemuda Peserta % 100
Pelatihan Yang Bersertifikat 100,00 100,00

Sasaran 2: Tingkat Pengangguran % 3,17

Menurunnya pengangguran Terbuka 2,80 111,67

terbuka

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Persentase pencari kerja yang % 18 18,41 Dinas Tenaga Kerja dan

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA bersertifikat kompetensi 816 813 99,65 102,27 Transmigrasi

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA Persentase Pencari Kerja % 57,48 52,29 Dinas Tenaga Kerja dan

KERJA Terdaftar Yang Ditempatkan 469 468 99,67 90,97 Transmigrasi

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang % 23 24,01 Dinas Tenaga Kerja dan
memiliki perangkat hubungan 1.953 1.953 100,00 104,37 Transmigrasi
industrial

PROGRAM PENGAWASAN Persentase perusahaan yg % 23 Dinas Tenaga Kerja dan

KETENAGAKERJAAN menerapkan Norma 595 594 24,83 99,74 107,95 Transmigrasi
Ketenagakerjaan & K3
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MISI KEENAM: NTB AMAN DAN BERKAH

NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman,
berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan tujuan pembangunan
terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia) yang diukur dengan indikator
kinerja Indeks Kriminalitas, Partisipasi politik masyarakat, dan Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG).

Sampai tahun 2023, indiks kriminalitas di NTB terus mengalami penurunan yang sangat
signifikan, dari 17,25 poin tahun 2018 menurun menjadi 9,61 poin tahun 2023. Sementara
itu, terkait tingkat partisipasi masyarakat NTB dalam pemilihan umum terus mengalam
peningkatan, di pemilu 2014 partisipasi hanya 77 persen, sedangkan pemilu 2019 berhasil
melampaui partisipasi pemilih pada tahun 2014 di NTB. Pemilu 2019 dengan tingkat partisipasi
pemilih mencapai 82 persen. Adapun Pemilu Tahun 2024 mencapai 84,85%. hal ini
menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berpolitik masyarakat NTB semakin meningkat.

Dalam hal pemberdayaan gender, Indeks pemberdayaan gender di NTB mengalami
penurunan dari 60,06 poin tahun 2018 menurun menjadi 54,23 poin tahun 2023. Penurunan
ini terjadi karena salah satu komponen yang dihitung terkait keterwakilan anggota DPRD dari
kalangan perempuan. Jika dibandingkan dengan periode 2014-2019 dimana tingkat proporsi
anggota legislatif perempuan dari 9,23 persen sedangkan periode 2019-2024 mengalami
penurunan menjadi 1,54 persen. Keterwakilan anggota DPRD dari kalangan perempuan di
DPRD NTB itu hanya ada 1 orang dari total anggota sebanyak 65 orang. Namun dari
komponen partisipasi perempuan dalam pembangunan terus mengalami peningkatan yang
cukup signifikan, dimana pada tahun 2018 persentase partisipasi perempuan dalam
pembangunan mencapai 17,93% dan terus meningkat menjadi 27,62% pada tahun 2023.

Adapun terkait perlindangan anak pemerintah Provinsi NTB terus mendorong
pembentukan Kabupaten/Kota layak anak, dari hanya 10% atau 1 Kabupaten pada tahun
2018, meningkat menjadi 100% atau seluruh Kabupaten/Kota se NTB sudah masuk kategori
Kabupaten/Kota layak anak pada tahun 2023. Hal ini berarti, Provinsi NTB berhasil dinobatkan
sebagai Provinsi Layak Anak (Provila). Keberhasilan capaian ini tidak terlepas komitmen
pemerintah kab./kota se-NTB melalui gugus tugas KLA untuk mewujudkan daerah NTB
sebagai Provinsi Layak Anak. Di samping itu, berbagai dukungan kegiatan pendampingan dan
pembinaan yang dilakukan pemerintah provinsi melalui DP3AP2KB juga membuahkan hasil.
Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pendampingan kepada Kab/Kota adalah perlunya
memperiapkan data, administrasi, dokumen pendukung lainnya. Sehingga 5 kluster dan 24
indikator KLA dapat dipenuhi dengan maksimal. Di samping itu, peran organisasi remaja dan
kaum muda dalam hal ini Forum Anak Provinsi NTB beserta jejaringnya untuk turut
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menyuarakan pencegahan perkawinan anak juga memberikan dampak pada terwujudnya NTB
sebagai Provila. Pemerintah menerima rekomendasi remaja untuk upaya percepatan
pencegahan perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat Masyarakat secara luas
mendapatkan informasi untuk turut mencegah perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara
Barat. Adapun capaian hasil verifikasi KLA di Kab./Kota se-NTB tahun 2023 dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 3. 1
Capaian Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi NTB Tahun 2023
Capaian 2023

No. Kab/Kota Evaluasi Verifikasi Verifikasi predikat
Mandiri (EM) Administrasi (VA) Lapangan (VL)
1 Kota Mataram 975,90 843,85 610 Madya
o | Kabupaten Lombok 960,80 703,45 710 Nindiya
Barat
3| (abupaten Lombok 823,60 517,28 517,28 Pratama
4  Kabupaten Lombok 779,05 597,92 590 Pratama
Tengah
5 .'Sb”pate” Lombok 958,40 550,97 540 Pratama
Imur
g | Kabupaten 951,10 591,18 530 Pratama
Sumbawa Barat
7  Kabupaten 897,45 862,73 505 Pratama
Sumbawa
Kabupaten Dompu 987,50 611,56 620 Madya
Kota Bima 993,80 821,29 705 Nindiya
10 | Kabupaten Bima 904,70 687,32 580 Pratama

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Lombok Barat menempati urutan pertama
predikat tertinggi, Nindya, dengan poin 710, diikuti oleh Kota Bima (Nindya) dengan total nilai
705. Urutan ketiga ditempati oleh Kabupaten Dompu (Madya) dengan total nilai 620 dan Kota
Mataram (610).

Pencapaian pada tujuan dan sasaran misi ini didukung oleh beberapa program prioritas
sebagai berikut:
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Dalam

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Sasaran/Program (tujuan/impact/ outcome) Satuan RKPD Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
Tahun 2023
Target Rp. (Juta) Rp. (Juta) Kinerja % Keu % Kinerja
Sasaran 1: Persentase penurunan konflik % 0,00
Meningkatnya Nilai Sosial Budaya sosial 2,96 29,60
& Toleransi Masyarakat
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI Persentase pembinaan ideologi % 10 1.000 742 9,84 74,20 98,40 Badan Kesatuan Bangsa
PANCASILA DAN KARAKTER wawasan kebangsaan dan dan Politik Dalam Negeri
KEBANGSAAN karakter bangsa pada daerah
rawan konflik
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan mediasi potensi % 11,43 4.025 3.926 11,07 97,53 96,85 Badan Kesatuan Bangsa
KEWASPADAAN NASIONAL DAN konflik sosial pada daerah dan Politik Dalam Negeri
PENINGKATAN KUALITAS DAN rawan konflik
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Kesejahteraan % 100 73.349 69.143 100,00 94,27 100,00 Biro Kesejahteraan
Rakyat dari Segi Mental Rakyat
Spiritual, Kebutuhan Dasar dan
Non Kebutuhan Dasar
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Lembaga Adat Aktif % 37 1.878 1.651 51,71 87,92 139,77 Dinas Pemberdayaan
LEMBAGA KEMASYARAKATAN, Masyarakat,
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT Pemerintahan Desa,
HUKUM ADAT Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Persentase Bumdes % 100 76,98
Berprestasi 76,98
Persentase Pokja Posyandu % 100 83,96
aktif 83,96
Persentase Posyantek yang % 64,96 65,81
aktif 101,31
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Pengembangan % 90,15 Dinas Pendidikan dan
KEBUDAYAAN Obyek Pemajuan Kebudayaan 83,33 3.352 3.022 83,33 100,00 Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Pengembangan % 100 96,02 Dinas Pendidikan dan
KESENIAN TRADISIONAL Kesenian Tradisional 160 153 100,00 100,00 Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Cakupan pembinaan sejarah % 100 96,07 Dinas Pendidikan dan
416 400 100,00 100,00 Kebudayaan
Sasaran 2: Persentase Penurunan % 6,07
Meningkatnya Kualitas & Pelanggaran Produk Hukum 19,44 320,26
Penegakan Produk Hukum Daerah Daerah
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Dalam

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Sasaran/Program (tujuan/impact/ outcome) Satuan RKPD Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
Tahun 2023
Target Rp. (Juta) Rp. (Juta) Kinerja % Keu % Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN Persentase Penanganan % 100,00 99.40 Satuan Polisi Pamong
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN Gangguan Ketertiban Umum 2.078,08 2.066 100,00 100,00 Praja
UMUM dan Ketentraman Masyarakat

Persentase Penanganan % 100,00

Pelanggaran Produk Hukum 100,00 100,00

Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Desa Bersinar % 86,9 70,67 Badan Kesatuan Bangsa
PENGEMBANGAN KETAHANAN (Bersih dari Narkoba) 743 525 86,90 100,00 | dan Politik Dalam Negeri
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
PROGRAM FASILITASI DAN Persentase Fasilitasi % 100 466,48 Biro Hukum
KOORDINASI HUKUM Penyusunan Produk Hukum 467,75 100,00 99,73 100,00

Daerah Provinsi yang

terbentuk

Persentase Produk Hukum % 100 100

Daerah Kab./Kota yang 100,00

Terfasilitasi

Persentase Produk Hukum % 100 100

Daerah yang terevaluasi 100,00

Persentase Produk Hukum % 100 100

yang Tersosialisasi kepada 100,00

masyarakat

Persentase MoU dan % 100 100

perjanjian kerjasama yang 100,00

tersusun

Persentase Penanganan % 100 100

Masalah Hukum Litigasi 100,00

Persentase Penanganan % 100 100

Masalah Hukum Non Litigasi 100,00

dan HAM
Sasaran 3: Persentase Keterlibatan % 1,00
Meningkatnya kesadaran politik Masyarakat dalam politik 1,70 170,00
masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN PERAN Persentase Keterlibatan % 82 98,94 Badan Kesatuan Bangsa
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA Masyarakat dalam politik 77.724 76.899 85,74 104,56 | dan Politik Dalam Negeri
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Dalam

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Sasaran/RrozEam (tujuan/impact/ outcome) Satuan RKPD Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
Tahun 2023
Target Rp. (Juta) Rp. (Juta) Kinerja % Keu % Kinerja
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase Ormas yang aktif % 70 80,94 Badan Kesatuan Bangsa
PENGAWASAN ORGANISASI 1.815 1.469 80,94 115,63 | dan Politik Dalam Negeri
KEMASYARAKATAN
Sasaran 4: Persentase Partisipasi % 20,47
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam 27,62 134,93
Perempuan dalam Pembangunan Pembangunan
Cakupan Kabupaten/ Kota % 100
Yang Mendapat Predikat 100,00 100,00
Kabupaten/ Kota Layak Anak
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN Persentase PD yang % 100,00 76,96 Dinas Pemberdayaan
GENDER DAN PEMBERDAYAAN menerapkan PPRG 570 438 100,00 100,00 Perempuan,
PEREMPUAN Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase Perempuan Korban % 100,00 94,96 Dinas Pemberdayaan
PEREMPUAN Kekerasan dan TPPO yang 264 251 100,00 100,00 Perempuan,
Mendapat Layanan Perlindungan Anak,
Komprehensif Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS | Indeks Ketahanan Keluarga % 5,5 86,34 - Dinas Pemberdayaan
KELUARGA 73 63 Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Dokumen Gender 1 94,61 Dinas Pemberdayaan
DATA GENDER DAN ANAK 18 17 1,00 100,00 Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK Cakupan Kabupaten/Kota % 100,00 99,64 Dinas Pemberdayaan
(PHA) Layak Anak 361 359 100,00 100,00 Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Persentase Kabupaten/Kota %
dengan Peringkat KLA - -
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan Dalam

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja

Sasaran/Program . . Satuan RKPD Tahun 2023 (%) PRl DR
(tujuan/impact/ outcome) Penanggung Jawab
Tahun 2023
Target Rp. (Juta) Rp. (Juta) Kinerja % Keu % Kinerja
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS | Cakupan Layanan Bagi Anak % 100,00 87,69 Dinas Pemberdayaan
ANAK yang Memerlukan 339 298 100,00 100,00 Perempuan,
Perlindungan Khusus Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Persentase Anak Korban % 100 - - #DIV/0!
Kekerasan yang Mendapat 100,00 100,00
Layanan Komprehensif
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4.1.2.INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan Salah satu parameter keberhasilan
pembangunan yang menunjukan gambaran pencapaian pembangunan Daerah dan
sebagai tolok ukur sejauh mana program-program yang digulirkan Pemerintah dapat
mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pembangunan. IKD juga sebagai dasar dalam
melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPIMD, serta Tatacara Perubahan
RPJPD, RPIJMD dan RKPD.

Indikator Kinerja Daerah meliputi 3 (tiga) aspek Kkinerja vyaitu: aspek
kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat
103 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan
ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu:

4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 5 indikator kinerja meliputi
indikator Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio dan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).

5. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah diukur dengan 7 indikator kinerja meliputi indikator
Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesibilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),
Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Risiko Bencana,
Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik.
6. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dengan 91 indikator kinerja yang terdiri dari urusan
wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada 6 urusan
wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator
yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 20
indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan
sebanyak 18 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan.

Deskripsi capaian indikator kinerja daerah berdasarkan aspek dapat dijelaskan
sebagai berikut :

1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat
sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 2
Capaian Indikator Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat
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Aspek/ Indikator

Kinerja Pembangunan @ Satuan

Daerah

Kondisi Kinerja

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pertumbuhan Ekonomi

= Dengan tambang Bijih

Logam
= Tanpa tambang Bijih o
%o
Logam
Inflasi %
Tingkat Kemiskinan %
Gini Ratio Point

Indeks Pembangunan

Point
Manusia (IPM)

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2023

pada Awal
Periode RPJMD
2017 2018
7,10 3,08
3,70 3,16
15,05 14,63
0,378 0,372
66,58 67,3

Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
RPIJMD

4,5-5,5

3,0-4,0
11,92
0,297

70,09

Tahun 2023

Target Realisasi

3,66

4,5-5,5 4,72

3,0-4,0 3,02

11,92 13,85

0,297 0,375

70,09 72,37

Tingkat Capaian

Thd
Target
2023

104,89

100,67

83,81

73,74

103,25

(%)

Thd
Target
Akhir

104,89

100,67

83,81

73,74

103,25

Dari 5 indikator untuk mengukur aspek kesejahteraan masyarakat, terdapat 3
indikator tercapai atau memenuhi target yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan 2 indikator yang tidak memenubhi

target yaitu tingkat kemiskinan, dan gini rasio (ketimpangan).

Grafik: Capaian aspek kesejahteraan masyarakat

Tingkat Capaian Indikator Aspek Kesejahteraan
Masyarakat

Tidak Tercapai; 2;
40,00%

Tercapai; 3;
60,00%

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB Triwulan IV-2023 dibanding Triwulan IV-2022
(y-on-y) mengalami pertumbuhan yang positif. Jika diperhitungkan dengan
pertambangan bijih logam, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,66%, sedangkan jika
tidak diperhitungkan pertambangan bijih logam, pertumbuhan ekonomi NTB sebesar
4,72%, dengan demikian besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar
harga berlaku Triwulan IV-2023 mencapai Rp43,60 triliun dan atas dasar harga konstan
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2010 mencapai Rp 26,86 triliun . Pertumbuhan tersebut terjadi pada 15 (lima belas)
lapangan usaha sedangkan 2 (dua) lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi.
Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Keuangan dan
Asuransi sebesar 10,31 persen; Jasa Lainnya sebesar 7,84 persen; dan Transportasi
dan Pergudangan sebesar 7,82 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Informasi dan
Komunikasi tumbuh 6,53 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 5,45
persen; dan Jasa Pendidikan tumbuh 5,17 persen. Sementara itu lapangan usuha
sebagai salah satu basis ekonomi NTB vyaitu industri pengolahan tumbuh sebesar
2,51%, sedangkan lapangan usaha yang terkait kepariwisataan yaitu penyediaan
makan minum tumbuh sebesar 1,81%. Adapun lapangan usaha yang terkontraksi yaitu
Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,26 persen dan Pengadaan Listrik dan Gas
sebesar 0,17 persen.

Grafik 3. 4
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)

22 62

16,89

Pertambangan  Pertanian, Perdagangan  Konstruksi  Administrasl  Transportasi Jasa Jasa Keuangan Industri
dan Penggaian  Kehutanan, Besar dan Pemerintahan, dan Pendidikan  dan Asuransl  Pengolahan
dan Perikanan Eceran; Pertahanan  Pergudangan
Regparasi Mobil dan Jaminan
dan Sepeda Sosial Warb
Motor
Reparasi Mobd dan Jamman
dan Sepada Sosial Waji
Mator

W Triw IV-2023 Triw 111-2023 Triw IV-2022

Sumber : Kemen-LHK, KemenPAN RB, Dinkes, BPS, BPBD, dan BAPPEDA Provinsi NTB, 2023

Struktur PDRB Nusa Tenggara Barat masih didominasi Lapangan Usaha yaitu
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 22,23%, Pertambangan dan Penggalian
sebesar 17,93 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor sebesar 14,46%; dan Konstruksi sebesar 9,62%.

Sementara itu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada
Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga
(PKLNPRT) yang tumbuh sebesar 14,68 persen; diikuti oleh Komponen Pembentukan
Modal Tetap Bruto dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang
masing-masing tumbuh sebesar 7,74 persen dan 5,16 persen. Sementara itu,
Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan pengurang dalam PDRB Menurut
Pengeluaran mengalami pertumbuhan sebesar 6,90 persen.
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Grafik 3. 5
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)

54,64
24,48
e 12,08
4,36 365 7,74 6,90
516 | a2 l 227 270 S 4,93
e - wm_m HN m i
1,33 -
3,02 :
6,33 “%n
Pengelfuaran Pengeluaran Pengeluaran Pembentukan  Ekspor Barang dan  Dikurangi Impor
Konsumsi Rumah  Konsumsi LNPRT Konsumsi Maodal Tetap Bruto Jasa Barang dan Jasa
Tangga Pemerintah

W Triw IV-2023 Triw [11-2023 W Triw IV-2022

Keberhasilan provinsi NTB dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif juga
didukung oleh keberhasilan menjaga stabilitas harga sehingga inflasi yang terjadi pada tahun
2023 sebesar 3,02 atu berada dalam interval target pemerintah daerah 3-4%. Berbagai
terobosan juga telah dilakukan pemerintah provinsi NTB untuk menjaga kestabilan ekonom,
diantaranya dengan melakukan pengendalian inflasi melalui sidak pasar, sidak gudang bulog,
dan sidak distributor, operasi pasar stabilisasi harga, gerakan pangan murah, menerapkan
Peraturan Gubernur NTB No. 38 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi
Gabah, melakukan konsolidasi Tim Pencatat Komoditas Bahan Pokok Masyarakat, membentuk
kampung tanggap inflasi (urban farming), menerapkan digital farming pada klaster tani yang
terdapat di Provinsi NTB (Klaster padi Sapurata, Lombok Tengah), serta mendorong gerakan
edukasi publik literasi pengendalian inflasi melalui beberapa media antara lain melalui baliho,
iklan layanan masyarakat, videotron, media sosial BI dan radio.

Pertumbuhan ekonomi yang positif belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan angka
kemiskinan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin pada Maret 2023
sebesar 751,23 ribu orang, bertambah 6,54 ribu orang terhadap September 2022 dan
bertambah 19,29 ribu orang terhadap Maret 2022. Secara persentase, persentase penduduk
miskin pada Maret 2023 sebesar 13,85 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap
September 2022 dan meningkat sebesar 0,17 persen terhadap Maret 2022. Namun dalam
periode 2018-2023, pemerintah provinsi NTB telah berhasil mengurangi angka kemiskinan
0,78% dari kondisi awal pada tahun 2018 sebesar 14,63% menjadi 13,85% pada tahun 2023,
serta mampu mengurangi kemiskinan ekstrem sebesar 0,65% sehingga masih tersisa 2,64%.
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Grafik 3. 6
Penurunan Kemiskinan Ekstrem Sebesar 0,65% (32.939 jiwa)
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2022

m Jumlah Penduduk Miskin Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim

=@ % Kemiskinan =@== % Kemiskinan Ekstrem

Upaya yang telah dilakukan dalam percepatan penurunan kemiskinan di NTB antara lain
penguatan dari sisi perencanaan dengan melakukan penyelarasan dokumen perencanaan
(RPD, RKPD, Renja) dengan Penganggaran (fokus pada intervensi sesuai dengan data P3KE),
pemetaan program dan penganggaran focus penurunan kemiskinan pada OPD, mendorong
program dan kegiatan diarahkan untuk pelaksanaan 3 (tiga) strategi sesuai amanat Inpres
4/2022, serta memaksimalkan program insidentil tepat sasaran. Disamping itu dilakukan
pengendalian, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan
intervensi memiliki dampak terhadap penurunan kemiskinan ekstrim, pemetaan lokasi
kantong kemiskinan dan Kawasan, melakukan verifikasi dan validasi melalui aplikasi Verifikasi
Validasi Desa Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (VVDSKPE), serta memantau
pelaksanaan intervensi pada lokasi yang menjadi pelaksanaan program/kegiatan percepatan
penurunan kemiskinan ekstrim. Penanggulangan kemiskinan perlu peran multipihak, untuk itu
dilakukan koordinasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, kecamatan dan
desa dengan kolaborasi masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh
masyarakat maupun tokoh adat, melakukan koordinasi dengan K/L secara intensif serta
koordinasi dengan Non Governmental Organization (NGO) dan Mitra Pembangunan lainnya.

Grafik 3. 7
Perkembangan Kemiskinan NTB dan Nasional periode 2019 - 2023 (Maret)

Perkembangan Kemiskinan NTB dan Nasional
2019 - 2023 (Maret)
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Penurunan angka kemiskinan NTB dalam tiga tahun terakhir memang cukup berat,
dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk miskin selama Pandemi Covid-19 dan
kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Namun demikian, berbagai upaya telah
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk terus berikhtiar menurunkan angka kemiskinan.
Hal ini dapat dilihat dari alokasi belanja untuk penanggulangan kemiskinan mencapai Rp.2,76
triliun terdiri atas bersumber dana APBD Provinsi NTB mencapai Rp.238,2 miliar dan
bersumber dari dana APBN mencapai 2,53 triliun, serta mendorong percepatan penerapan
dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada sisi tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh Gini Ratio, gini rasio
penduduk NTB pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,375 atau mengalami peningkatan sebesar
0,003 poin jika dibandingkan dengan gini rasio 2018 sebesar 0,372. Jika dilihat berdasarkan
daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada 2023 adalah sebesar 0,402.
Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan 2023 adalah sebesar 0,334, hal ini berarti
bahwa ketimpangan pengeluaran di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah
perdesaan di Provinsi NTB.

Secara umum, sejak Maret 2016 angka Gini Ratio mengalami fluktuasi sampai dengan
Maret 2023. Fluktuasi Gini Ratio berkisar antara 0,36 sampai dengan 0,39. Kondisi ini
menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di Provinsi Nusa
Tenggara Barat tergolong cukup stabil.

Grafik 3. 8
Tren dan Perbandingan Gini Ratio NTB dan Nasional

0,422 0,420

s 2413 0,413 ,
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Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia yang membagi tingkat ketimpangan
menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok
penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika
angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di
atas 17 persen. Pada tahun 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah
adalah sebesar 18,34 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Dengan
demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan maupun daerah perdesaan di NTB
termasuk ketimpangan rendah.
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Pada dimensi pembangunan manusia, dalam 5 tahun pembangunan manusia terakhir
di Provinsi NTB antara tahun 2018 sampai dengan 2023 terus mengalami kemajuan, yang
ditandai dengan peningkatan IPM dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020, status
pembangunan manusia Indonesia di Provinsi NTB berada pada kategori tinggi. IPM Provinsi
NTB tahun 2020 tercatat sebesar 70,46. IPM Provinsi NTB mencapai 72,37 pada tahun 2023,
meningkat hingga 1,00 persen dibandingkan tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan IPM tahun
2020-2023 dikisaran 0,90 persen per tahun.

Grafik 3. 9
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB
Tahun 2020-2023

72,37

71,65

70,46

2020 2021 202 2021

Peningkatan capaian IPM Provinsi NTB Tahun 2023 disebabkan oleh meningkatnya
pertumbuhan seluruh komponen pembentuk IPM, terutama rata-rata lama sekolah dan
pengeluaran riil per kapita. Pada tahun 2023, komponen pembentuk IPM Provinsi NTB
mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali komponen harapan lama sekolah pada dimensi
pengetahuan yang pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3. 3
Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB, Tahun
2020-2023
Komponen Satuan | 2020 2021 2022 2023
(1) (2) 3) %) (5) (6)

Umur Harapan Hidup saat Lahir Tahun 71,17 71,33 71,66 72,02

(tahun)
Harapan Lama Sekolah (tahun) Tahun 13,70 13,90 13,96 13,97
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Tahun 7,31 7,38 7,61 7,74

Pengeluaran Perkapita yang
disesuaikan (ribu rupiah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 7046 70,86 | 71,65 72,37

Rp 000 | 10351 10377 | 10681 | 11 095

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang
dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023,
UHH Provinsi NTB telah meningkat sebesar 0,85 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,40
persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi NTB adalah
71,17 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 72,02 tahun.
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Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama
Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk
usia 25 tahun ke atas. Capaian kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.
Selama periode 2010 hingga 2023, HLS Provinsi NTB rata-rata meningkat 1,40 persen per
tahun dan RLS Provinsi NTB rata-rata meningkat 2,35 persen per tahun. Pada tahun 2023,
HLS Provinsi NTB mencapai 13,97 tahun dan RLS Provinsi NTB mencapai 7,74 tahun.
Sedangkan dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak
yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang
disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masyarakat NTB
mencapai Rp11,1 juta per tahun. Capaian ini meningkat sebesar 3,88 persen dibandingkan
tahun 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Setelah melalui pandemi
COVID-19, Pengeluaran per riil kapita yang disesuaikan Provinsi NTB semakin membaik.

Berbagai terobosan telah dilakukan pemerintah provinsi NTB untuk menekan kematian
bayi dan kematian ibu, yang salah satunya melalui revitalisasi posyandu. Secara kuantitas,
perkembangan jumlah Posyandu keluarga di NTB cukup signifikan, karena terjadi
penambahan jumlah posyandu setiap tahun, sampai tahun 2023 jumlah posyandu menjadi
Posyandu Keluarga sebanyak 7.676 Posyandu (100%). Revitalisasi ini dilakukan untuk
menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan penurunan angka stunting.
Secara kuantitas telah meningkat dan telah mencapai target yang diharapkan (100%), namun
secara kualitas masih harus ditingkatkan lagi khususnya integrasi kegiatan/pelayanan, masih
banyak yang belum terintegrasi, baik kegiatan Kesehatan maupun kegiatan dengan sector lain
(PAUD, Bank Sampah, BKB, BUMDES, UMKM). Disamping itu, juga dilakukan determinasi
terutama pada pernikahan dini, Adanya anggota keluarga yang merokok, pola asuh keluarga
balita/Pemberian Makan bayi balita yang tidak tepat, Jaminan Pelayanan Kesehatan, Akses
sanitasi dan air bersih dan ibu hamil serta remaja putri tidak mengkonsumsi gizi seimbang
dan tablet tambah darah.

2. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan
daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan dengan mewujudkan kondusifitas daerah, menyiapkan infrastruktur
daerah yang memadai, mengingkatkan kualitas lingkungan hidup, menyiapkan tata
kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan pelayanan publik yang paripurna.

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai
tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya
saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 7 indikator sebagaimana disajikan
dalam tabel berikut :
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Tabel 3. 4
Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

Kondisi Kinerja
L Kondisi

Aspek/Indikator pada Awal .. Tahun 2023 Tingkat Capaian (%)
Kinerja Periode RPJMD Kinerja
No Satuan pada Akhir
Pembangunan Periode Thd Thd Kondisi
Daerah 2017 2018 RPIMD Target  Capaian Target Kinerja
2023 Akhir
B ASPEK DAYA SAING
DAERAH
1| Indeks Kriminalitas Point 18,05 17,25 13,25 13,25 9,61 127,50 127,50
2 Indeks Aksesibilitas Point 73,69 74,6 81,17 81,17 84,72 104,37 104,37
3 Indeks Kualitas Point 56,99 75,16 68,46 68,46 71,92 105,05 105,05
Lingkungan Hidup
(IKLH)
4 Persentase % - - 90,31 90,31 76,38 84,58 84,58
Pemanfaatan Ruang
sesuai dengan
Rencana
5 Indeks Risiko Bencana Point 142,90 139,40 115,83 115,83 115,90 99,94 99,94
6 Indeks Reformasi Point CcC cc BB BB B 95,67 95,67
Birokrasi
7 Indeks Pelayanan Point 3,42 4,56 4,55 4,55 3,97 87,25 87,25
Publik

Sumber : BAPPEDA Provinsi NTB, 2023

Dari 7 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, terdapat 3 indikator
tercapai atau memenuhi target yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesabilitas, dan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sedangkan 4 indikator yang tidak memenuhi
target yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Risiko
Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Pelayanan Publik.

Grafik 3. 10
Proporsi Tingkat Capaian Aspek Daya Saing Daerah

Capaian Aspek Daya Saing

Tercapai; 3;
42,86%

Belum tercapai;
4;57,14%

Sumber : BAPPEDA Provinsi NTB, 2023

Dalam mewujudkan kondusivitas daerah, kondisi keamanan di NTB semakin
kondusif, hal ini ditandai dengan semakin menurunnya indeks kriminalitas dari 17,25
poin pada tahun 2018 menurun menjadi 9,61 poin pada tahun 2023. Menurunnya
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indeks kriminalitas ini mengindikasikan bahwa NTB semakin kondusif dan menjadi tolok
ukur keberhasilan masyarakat bersama aparat yang bergotong-royong menjaga
wilayah. Adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam
mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat yang mantap.

Dalam menyiapkan infrastruktur dan konektivitas di daerah yang memadai,
pemerintah provinsi NTB terus mendorong untuk meningkatkan kemantapan jalan
terutama yang memiliki potensial terhadap sentral produksi pangan, kawasan industri
smelter, kawasan menuju geopark Tambora, kawasan terisolir, potensial ketahanan
pangan seperti komoditas kopi dan lain-lain serta kawasan menuju destinasi pariwisata,
mewujudkan konektivitas transportasi publik, mendorong pemanfataan energi baru dan
terbarukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, membangun perumahan yang layak
dan aman, menguatkan sistem irigasi yang mantap untuk meningkatkan produksi
pangan, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap air minum bagi masyarakat
terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan dalam mewujudkan
infrastruktur daerah yang memadai ditandai dengan terus meningkatnya indeks
aksesibilutas di NTB sebesar 74,6 poin pada tahun 2018 meningkat menjadi 84,71 poin
pada tahun 2023.

Aspek daya saing daerah yang lain adalah kualitas lingkungan hidup yang diukur
dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks kualitas lingkungan hidup
adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan suatu wilayah yang merupakan
nilai komposit dari indeks kualitas air, udara, lahan dan air laut. Berdasarkan metode
perhitungan yang baru dengan menambah komponen kualitas air laut, IKLH Provinsi
NTB sampai tahun 2023 telh mencapai 71,92 poin. Tingginya angka ILKH Provinsi NTB
menunjukkan semakin baiknya kualitas kualitas air, udara, lahan dan air laut di Provinsi
NTB.

Untuk meningkatkan daya saing daerah, juga perlu didukung oleh birokrasi lebih
adaptif, cepat melayani, dan cepat mengambil keputusan dengan melalukan reformasi
birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan
reformasi birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025. Peningkatan kualitas birokrasi
dilakukan dengan dua cara, yakni penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi.
Untuk melakukan hal tersebut, tentunya juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas
aparatur sipil negara sebagai SDM pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di NTB terus mengalami kemajuan. Hal ini ditandai
dengan meningkatnya nilai indeks reformasi birokrasi Provinsi NTB berdasarkan hasil
penilaian KemenPAN RB dari level CC pada tahun 2018 naik menjadi level B pada tahun
2023. Peningkatan nilai indeks ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya akuntabilitas
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kinerja dari level B ke level BB serta berhasil mempertahankan Opini BPK dengan
predikat WTP 12 kali berturut-turut.

3. ASPEK PELAYANAN UMUM

No

1.03

Aspek pelayanan Umum merupakan salah satu aspek yang dapat diukur untuk
mengetahui pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD). Dalam RPIJMD Provinsi NTB
2019-2023, terdapat 91 indikator kinerja untuk mengukur pelayanan umum yang terdiri
dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada 6
urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32
indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan
20 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan
sebanyak 18 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan.

Aspek Pelayanan Umum ini sebagai bagian dari pelayanan publik baik dalam
bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab atau urusan
dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun tingkat aspek pelayanan umum
pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 5
Capaian Indikator Pada Aspek Pelayanan Umum

Kondisi Kinerja pada

isi Tahun 2023 Tingkat Capai %
Aspek/ Bidang Awal Periode RPJMD i?::r;s; ahun ingkat Capaian (%)
Indik
i satuan pada Akhir Thd Thd
Kinerja Pembangunan . . Kondisi
Daerah 2017 2018 Periode Target Capaian Target Kinerja
RPIJMD
2023 Akhir
ASPEK PELAYANAN
UMUM
URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
Pendidikan
Indeks Pendidikan Point 60,39 60,85 63,10 63,10 64,61 102,40 102,40
Harapan Lama Sekolah Tahun 13,46 13,51 13,79 13,79 13,97 101,31 101,31
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6,90 6,93 7,07 7,07 7,74 109,48 109,48
Kesehatan
Indeks Kesehatan Point 70,08 70,57 73,05 73,05 80,03 109,56 109,56
Cakupan Jaminan % 66,74 70,35 83,00 83,00 97,31 117,24 117,24
Kesehatan Nasional
Proporsi rumah tangga % 69,25 69,53 82,46 82,46 83,12 100,80 100,80
dengan akses sanitasi
layak
Angka Harapan Hidup Tahun 65,55 65,75 67,48 67,48 72,02 106,73 106,73
Persentase Balita % 37,20 33,49 30,49 30,49 13,49 155,76 155,76
Stunting
Cakupan penduduk % 100,00 100,00 100 100 100 100,00 100,00
miskin yang
mendapatkan jaminan
kesehatan
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Persentase Kemantapan % 77,16 83,65 86,60 86,60 84,52* 97,60 97,60
jalan
Cakupan Air Minum % - 70,48 80,59 80,59 83,12 103,14 103,14
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Kondisi Kinerja pada - . .
Tahun 202 Tingkat %
Aspek/ Bidang Awal Periode RPIMD LL ahunj2023 ingkat Capaian (%)

. Kinerja

N e remananan S5t
v e 2017 2018 Periode Target Capaian Target ? S

Daerah Kinerja

RPIJMD
2023 Akhir

Persentase Kemantapan % 50,54 50,63 54,50 54,50 56,87 104,35 104,35
Sistem Irigasi
Persentase Penyusunan % 0 0 27,20 27,20 25,00 91,91 91,91
5 Regulasi Rencana Tata
Ruang (RTR)
Perumahan Rakyat
1.04 | dan Kawasan
Pemukiman
Cakupan Rumah Layak % 53,04 56,75 68,95 68,95 66,31 96,17 96,17
Huni (RLH)
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
serta Perlindungan
Masyarakat
Persentase Penurunan % 4,45 4,65 6,07 6,07 19,44 320,26 320,26
1 Pelanggaran Produk
Hukum Daerah
Tingkat Penanganan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pelanggaran Gangguan
Trantibmas
Tingkat Penanganan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Pelanggaran Produk
Hukum Daerah
Cakupan Desa Tangguh % 5,07 7,14 30,18 30,18 100,00 331,30 331,30
4 Bencana (434 Desa
Rawan Bencana)
5 Indeks Kapasitas Daerah % 0,53 0,55 0,65 0,65 0,73 112,31 112,31

1.05

1.06 @ Sosial

1 Cakupan penduduk % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
miskin yang
mendapatkan jaminan
sosial

2 Persentase PMKS yang % 5,07 22,42 5,37 5,37 46,36 863,31 863,31
tertangani
URUSAN WAJIB

II BUKAN PELAYANAN
DASAR

2,01 Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran % 3,32 3,72 3,17 3,17 2,8 111,67 111,67
Terbuka
Pemberdayaan
2.02 Perempuan dan
Perlindungan Anak
Indeks Pemberdayaan Point 59,95 60,06 61,40 61,40 54,23 88,32 88,32
Gender (IDG)
Indeks Pembangunan Point 90,36 90,37 90,52 90,52 91,22 100,77 100,77
Gender (IPG)
Rata-rata Usia Tahun 20,27 20,23 21,00 21,00 20,80 99,05 99,05
3 Perkawinan Pertama
Perempuan
Persentase Partisipasi % 17,79 17,93 20,47 20,47 27,62 134,93 134,93
4 Perempuan dalam
Pembangunan
Cakupan % 0 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kabupaten/KotaYang
5 Mendapat Predikat
Kabupaten/Kota Layak
Anak

2,03 Pangan
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Kondisi Kinerja pada

isi Tahun 202 Tingkat i %
Aspek/ Bidang Awal Periode RPJMD K?nd|_s| ahun 2023 ingkat Capaian (%)
Urusan/Indikator Kinerja Thd
No Kinerja Pembangunan Satuan pada Akhir Thd Kondisi
v Daerah e 2017 2018 Periode Target Capaian Target K?nerjz
RPIMD
2023 Akhir
1 Pola Pangan Harapan Skor 77,80 78,30 87,20 87,20 94,70 108,60 108,60
(PPH) Konsumsi
2,04 | Lingkungan Hidup
1 Indeks Kualitas Air Point 20,25 74,63 43,03 43,03 47,78 111,04 111,04
2 Indeks Kualitas Udara Point 88,02 87,17 87,59 87,59 90,21 102,99 102,99
3 Indeks Kualitas Air Laut Point - - 71,48 71,48 82,88 115,95 115,95
4 Neraca Pengelolaan % - - 100,00 100,00 65,29 65,29 65,29
Sampah (%)
5 Persentase Penanganan % - - 70,00 70,00 49,64 70,91 70,91
Sampah
6 Persentase Pengurangan % - - 30,00 30,00 15,65 52,17 52,17
Sampah
2,05 Pertanahan
1 Cakupan konflik % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pertanahan yang
difasilitasi
Administrasi
2,06 Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1 Rasio Penduduk BerKTP rasio 0,84 0,94 0,88 0,88 0,98 111,36 111,36
Persatuan Penduduk
Pemberdayaan
2.07
Masyarakat Desa
Cakupan desa pesisir, % 14,17 20,86 33,69 33,69 36,26 107,63 107,63
1 dan lingkar hutan yang
diberdayakan
Persentase Desa dengan % - 78,00 91,00 91,00 99,31 109,13 109,13
2 status berkembang,
maju, dan mandiri
Pengendalian
2.08 Penduduk dan
Keluarga Berencana
1 | Pertumbuhan Penduduk % 1,21 1,17 0,95 0,95 1,62 29,47 29,47

2,09 Perhubungan

Persentase konektivitas % 73,72 74,76 89,14 89,14 93,14 104,49 104,49
transportasi publik

Komunikasi dan

2.10 Informatika
1 Kualifikasi Layanan Kualifikasi N/A N/A Kolaborasi Kolaborasi | Kolaborasi 100 100,00
Perangkat Daerah
5 Persentase Perangkat % N/A N/A 75 75 55,56 74,08 74,08
Daerah yang Informatif
2.11 Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
1 Persentase Koperasi AKtif % 61,91 61,00 70,00 70,00 72,52 103,60 103,60

2,12 Penanaman Modal

o L ) Rp. 11.280 14.000 68.202 17.814 39.896 223,96 223,96
1 Nilai Realisasi Investasi .
Milyar

Kepemudaan dan Olah
Raga
Prestasi olahraga di Medali 40 30 210 45 140 311,11 311,11
1 tingkat nasional dan

internasional

Prestasi Pemuda di orang 15 15 15 15 15 100,00 100,00
2 tingkat nasional dan

internasional

45

BAPPEDA Provinsi NTB



Fvaluasi Pelaksanaan FKPO Pravinsi N Triwulan IV Tahun 2023

Kondisi Kinerja pada

Aspek/ Bidang Awal Periode RPIMD K?ndi.si Tahun 2023 Tingkat Capaian (%)
Urusan/Indikator Kinerja =
No Kinerja Pembangunan Satuan pada Akhir Thd Kondisi
Daerah 2017 2018 Periode Target Capaian Target Kinerja
RPIMD 2023 Akhir
3 Proporsi wirausaha muda % 67,78 67,86 68,39 68,39 68,56 100,25 100,25

2,14 @ Statistik

1 Persentase Perangkat % N/A N/A 65,00 65,00 92,07 141,65 141,65
Daerah yang memiliki
Data yang Berkualitas
2,15 Persandian
Indeks Kematangan Level I I I+ I+ 111 93,13 93,13
Keamanan Informasi
2,16 Kebudayaan
1 Cakupan Cagar Budaya % - 8,70 33,04 33,04 33,24 100,61 100,61
yang direvitalisasi
2,17  Perpustakaan
Cakupan Komunitas % 47,46 47,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Literasi yang terbina (59
Komunitas)
Persentase Digitalisasi % 17,27 19,93 39,86 39,86 42,75 107,26 107,26
2 Koleksi Deposit (7527
Judul)
2,18 Kearsipan
1 Persentase Arsip yang % 16,55 16,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Terselamatkan
III URUSAN PILIHAN

Kelautan dan

3.01
Perikanan
1 Kontribusi sektor % 4,77 4,76 4,74 4,74 4,72% 99,56 99,56
Perikanan terhadap PDRB
2 Produksi Perikanan Ton 1.207.076 1.297.325 1.499.957 1.499.957 | 1.227.762 81,85 81,85
3 Nilai Tukar Nelayan % 112,25 118,00 >110 >110 108.25 98,41 98,41
3.02 | Pariwisata
Pertumbuhan sektor % 8,97 199,33
kepariwisataan
1 7,27 -4,59 4,50 4,50 199,33
(Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum)
5 Persentase Desa Wisata % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
yang dikembangkan
3 Rata-rata Lama Menglnap hari 2,64 1,50 3,35 3,35 1,89 56,42 56,42
4 Angka kunjungan orang 3.508.903 2.812.379 23.100.000 5.200.000 | 2.119.927 40,77 40,77
wisatawan
5 Persentase Geosites yang o 0,03 0,06 50,00 50,00 0,06 0,12 0,12
Tertata °
Pertambahan Nilai PDRB 112,36 76,13 137,24 137,24 128,1 93,34 93,34
sektor yang terkait R
6 kepariwisataan Milp;ar
(Penyediaan Akomodasi ¥
dan Makan Minum)
3.03 | Pertanian
Kontribusi PDRB sektor % 22,03 23,51 23,88 23,88 26,15 109,51 109,51
1 pertanian, perikanan &
kehutanan
2 Nilai Tukar Petani Point 107,63 111,21 >105 >105 120,39 100,00 100,00
3.04 | Kehutanan
Indeks Kualitas Tutupan Point 61,27 66,56 69,70 69,70 66,60 95,55 95,55
Lahan
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Kondisi Kinerja pada

isi Tahun 202 Tingkat i %
Aspek/ Bidang Awal Periode RPJMD K?nd|_s| ahun 2023 ingkat Capaian (%)
Urusan/Indikator Kinerja Thd
No Kinerja Pembangunan Satuan pada Akhir L) Kondisi
v Daerah e 2017 2018 Periode Target Capaian Target K?nerjz
RPIMD
2023 Akhir
2 Cakupan Luas % 0,08 0,08 20,08 20,08 11,09 55,23 55,23
Pengembangan Hasil
Hutan Bukan Kayu
Lainnya
Energi dan
3.05 Sumberdaya Mineral
1 Rasio Elektrifikasi % 85,10 93,83 99,99 99,99 99,99 100,00 100,00
3.06 | Perdagangan
1 Indeks Daya Beli Point 69,76 70,99 75,56 75,56 73,31 97,02 97,02
2 Pengeluaran per kapita Rp.000 9.877 9.917 11.944 11.944 11.095 92,89 92,89
3.07 | Perindustrian
1 Pertumbuhan Industri % 2,00 2,00 9,00 9,00 9,02 100,22 100,22
Pertambahan Nilai PDRB Rp. 240,99 56,28 179,92 179,92 113,70 63,20 63,20
2 sektor Industri Milyar
Pengolahan
Persentase Industri kecil % 0,57 1,13 3,55 3,55 4,84 136,34 136,34
3 yang meningkat menjadi
industri menengah
3.08 | Transmigrasi
1 Cakupan Penempatan % 75 75 100 100 100 100,00 100,00
Transmigran
UNSUR PENDUKUNG
v URUSAN
PEMERINTAHAN
4.01 Admm!stra5|
Pemerintahan
1 Ranking Nasional LPPD Ranking 10 3 3,0747 3 3,0439 101,46 101,46
2 Persentase Penyusunan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Produk Hukum Daerah
yang berkualitas
3 Persentase Fasilitasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pelayanan Keagamaan
4 Persentase unit pelayan % - - 45,00 45,00 100,00 222,22 222,22
publik perangkat daerah
yang menerapkan
Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB)
Tingkat Kematangan Unit Level 1 1 4 4 3 88,89 88,89
5 Kerja Pengadaan Barang
dan Jasa (UKPBJ)
UNSUR PENUNJANG
Vv URUSAN

PEMERINTAHAN
5.01 | Perencanaan

Tingkat konsistensi antar % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00
dokumen perencanaan

5.02 | Keuangan

2 Opini BPK Status WTP WTP WTP WTP WTP 100 100,00

3 Indeks Kapasitas Fiskal Point 0,46 0,45 0,54 0,54 0,57 105,56 105,56
Daerah

4 Persentase Kontribusi % 32,15 33,77 38,65 38,65 48,32 125,02 125,02
PAD terhadap APBD

5.03 | Kepegawaian
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Aspek/ Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

No

Indeks Profesionalisme
ASN
Pendidikan dan

5.04 Pelatihan

Indeks Profesionalisme
ASN Dimensi Kompetensi

Penelitian dan
Pengembangan
Persentase pemanfaatan

1 hasil kelitbangan (lokus
NTB)

5.06 | Penghubung

UNSUR PENGAWASAN
VI URUSAN
PEMERINTAHAN

5.05

6.01 | Pengawasan

1 Nilai SAKIP

UNSUR
VII PEMERINTAHAN
UMUM
Kesatuan Bangsa dan
Politik
Cakupan mediator bale
mediasi yang dilatih
Partisipasi Politik
Masyarakat
Cakupan Komunitas
"Sekolah Perjumpaan”
3 yang terbentuk dalam
rangka Pendidikan
Karakter
Persentase penurunan
konflik sosial
Persentase Keterlibatan
Masyarakat dalam politik

7.01

5

Satuan

Point

Point

%

Kategori

%

%

%

%

%

Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD

2017 2018
0,57 0,60
12,00 15,00

B (>60 - B

70) (62,53)
0,00 0,00
78,44 77,5
0 0,41
8,70 38,10
0,40 0,50

Sumber : BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2023

* Angka Sementara

BAPPEDA Provinsi NTB

Kondisi
Kinerja
pada Akhir
Periode
RPIMD

0,72

0,28

30,00

A (80,01 -
90,00)

4,89
85,20

50,00

0,00

1,00

Tahun 2023 Tingkat Capaian (%)
Thd Thd
. Kondisi
Target Capaian Target ..
2023 Kinerja
Akhir
0,72 0,77 106,94 106,94
0,28 0,26 92,86 92,86
30,00 100,00 333,33 333,33
A (80,01 - BB 91,24 91,24
90,00)
4,89 4,00 81,80 81,80
85,20 84,85* 99,59 99,58
50,00 40,00 80,00 80,00
0,00 2,96 29,60 29,60
1,00 1,70 170,00 170,00
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Grafik 3. 11
Proporsi tingkat capaian Aspek Pelayanan Umum

Tingkat Capaian Aspek Pelayanan Umum

Tidak Tercapai; 30;
32,97%

Tercapai ; 61;
67,03%

Sumber : BAPPEDA Provinsi NTB, 2023

Dari 91 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 61 indikator
tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target, sedangkan 30 indikator tidak
mencapai target. Beberapa indikator yang tercapai antara lain: Persentase PMKS yang
tertangani, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB), Cakupan Desa
Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana), Persentase Penurunan Pelanggaran
Produk Hukum Daerah, Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, Nilai
Realisasi Investasi, Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pertumbuhan sektor
kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Persentase Keterlibatan
Masyarakat dalam politik, Persentase Balita Stunting, Persentase Perangkat Daerah
yang memiliki Data yang Berkualitas, Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi
industri menengah, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, Persentase
Kontribusi PAD terhadap APBD, Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, Indeks Kualitas
Air Laut, Indeks Kapasitas Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Penduduk
BerKTP Persatuan Penduduk, Indeks Kualitas Air, Indeks Kesehatan, Kontribusi PDRB
sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Rata-rata Lama Sekolah, Persentase Desa
dengan status berkembang, maju, dan mandiri, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumesi,
Cakupan desa pesisir, dan lingkar hutan yang diberdayakan, Persentase Digitalisasi
Koleksi Deposit (7527 Judul), Indeks Profesionalisme ASN, Angka Harapan Hidup,
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Persentase konektivitas transportasi public, Persentase
Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase Koperasi Aktif, Cakupan Air Minum, Indeks
Kualitas Udara, Indeks Pendidikan, Ranking Nasional LPPD, Harapan Lama Sekolah,
Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Indeks Pembangunan Gender
(IPG), Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi, Proporsi wirausaha muda,
Pertumbuhan Industri, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan
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kesehatan, Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas, Tingkat
Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Cakupan penduduk miskin yang
mendapatkan jaminan social, Cakupan Kabupaten/KotaYang Mendapat Predikat
Kabupaten/Kota Layak Anak, Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi, Kualifikasi
Layanan Perangkat Daerah, Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional,
Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas), Persentase Arsip yang
Terselamatkan, Persentase Desa Wisata yang dikembangkan, Nilai Tukar Petani, Rasio
Elektrifikasi, Cakupan Penempatan Transmigran, Persentase Penyusunan Produk
Hukum Daerah yang berkualitas, Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan, Tingkat
konsistensi antar dokumen perencanaan, dan Opini BPK.

Adapun indikator yang tidak tercapai meliputi: Kontribusi sektor Perikanan
terhadap PDRB, Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan, Nilai Tukar Nelayan,
Persentase Kemantapan jalan, Indeks Daya Beli, Partisipasi Politik Masyarakat, Cakupan
Rumah Layak Huni (RLH), Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Pertambahan Nilai PDRB
sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Indeks
Kematangan Keamanan Informasi , Pengeluaran per kapita, Indeks Profesionalisme
ASN Dimensi Kompetensi, Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR),
Nilai SAKIP, Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ),
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Produksi Perikanan, Cakupan mediator bale
mediasi yang dilatih, Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan” yang terbentuk dalam
rangka Pendidikan Karakter, Persentase Perangkat Daerah yang Informatif, Persentase
Penanganan Sampah, Neraca Pengelolaan Sampah (%), Pertambahan Nilai PDRB
sektor Industri Pengolahan, Rata-rata Lama Menginap, Cakupan Luas Pengembangan
Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya, Persentase Pengurangan Sampah, Angka kunjungan
wisatawan, Persentase penurunan konflik social, Pertumbuhan Penduduk, dan
Persentase Geosites yang Tertata.
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BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:

1.

2.

4.

Dalam RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan Prioritas Daerah, Program
Prioritas dan Program Unggulan tetapi belum dijabarkan kedalam kegiatan
dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan.
Disamping itu juga tidak tersedia target yang akan dicapai pada setiap
prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan;

Tidak tersedia pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan
program perangkat daerah sehingga kesulitan untuk mengetahui
pelaksanan program prioritas dan program unggulan;

Dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian
kinerja sebesar 90,97 persen dengan capaian keuangan sebesar 90,91 persen.
Terdapat 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB Tahun 2023.
Sebanyak 26 indikator atau 72,27% telah sesuai bahkan melampaui target
tahun 2023, sedangkan 11 indikator atau 29,73% belum mencapai target.
Beberapa Sasaran pembangunan daerah yang belum memenuhi target
adalah persentase kemantapan jalan, cakupan rumah layak huni (RLH),
indeks kualitas tutupan lahan, pertambahan nilai PDRB sektor yang terkait
kepariwisataan (penyediaan akomodasi dan makan minum), pengeluaran
per kapita, nilai SAKIP, indeks pelayanan publik, persentase penanganan
sampah, pertambahan nilai PDRB sektor industri pengolahan, persentase
pengurangan sampah, serta persentase penurunan konflik social

Capaian terhadap 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB
tahun 2023 secara keseluruhan terdapat 65 indikator atau 63,11 persen .

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan

Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Perlu dijabarkan program Prioritas dan Program Unggulan kedalam kegiatan
dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan serta
menetapkan besaran target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah
serta program prioritas dan program unggulan. Penjabaran ini perlu dilakukan
pada penyusunan RKPD Tahun yang datang;
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2. Perlu dilakukan pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan
program perangkat daerah untuk memudahkan dalam memonitoring dan
mengevaluasi pelaksanan program prioritas dan program unggulan, karena
program prioritas dan program unggulan secara nomenklatur berbeda dengan
program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;

3. Perlu peningkatan Konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar
capaian kinerja dapat terus ditingkatkan, karena beberapa indikator tidak
hanya dapat dicapai dengan dukungan APBD Provinsi;

4. Terhadap target-target yang belum tercapai agar dilakukan pengawalan dan
memfokuskan penganggaran sehingga pencapaian target kinerja di tahun
depan dapat diakselerasi;

5. Perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal
Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan secara leih intensif dan berkala
sehingga dapat mengefektifkan pencapaian kinerja sesuai dengan yang
ditargetkan.
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